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b. dapat digunakan indikasi nilai yang mencerminkan
perkiraan nilai prasarana bangunan, sepanjang nilai
wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan nilai
buku sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ada.

Nilai prasarana bangunan dihitung dalam rupiah.

Dalam hal bangunan yang akan disewakan berada di luar
negeri, nilai prasarana bangunan dapat dihitung dengan
menggunakan satuan mata uang setempat.

Pasal 37

Nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)
huruf a merupakan nilai setelah diperhitungkan
penyusutan.

Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
penyusutan BMN.

Dalam hal nilai buku prasarana bangunan yang tercatat
dalam Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna atau
Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna belum
memperhitungkan penyusutan, maka nilai buku prasarana
bangunan dihitung dengan perkalian antara:

a. harga prasarana bangunan (Hp); dan
b. nilai sisa prasarana bangunan (Nsp).

Pasal 38

Harga prasarana bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (3) huruf a merupakan harga prasarana
bangunan dalam keadaan baru dalam rupiah per meter
persegi.

Nilai sisa prasarana bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b merupakan nilai sisa

bangunan dalam persentase setelah diperhitungkan
penyusutan.

Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
penyusutan BMN.

Dalam hal belum terdapat pengaturan mengenai
penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka
perhitungan penyusutan dihitung:

a. untuk prasarana berupa pekerjaan halaman sebesar
5% (lima persen) per tahun;
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b. untuk prasarana berupa mesin atau instalasi sebesar
10% (sepuluh persen) per tahun; dan

c¢. untuk prasarana berupa alat perabot dan elektronik
sebesar 25%(dua puluh lima persen) per tahun.

Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen).

Bagian Keempat
Faktor Penyesuai Sewa

Paragraf 1

Komponen Faktor Penyesuai Sewa
Pasal 39

Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi:

a. jenis kegiatan usaha penyewa;
b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
c. periodesitas Sewa.

Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung dalam persentase.

Faktor penyesuai Sewa berupa jenis kegiatan usaha
penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditetapkan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).

Paragraf 2
Jenis Kegiatan Usaha Penyewa

Pasal 40

Jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

a.
b.
C.

(1)

kegiatan bisnis;
kegiatan non bisnis; dan
kegiatan sosial.

Pasal 41

Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang
berorientasi semata-mata mencari keuntungan, antara lain:

a. perdagangan;
b. jasa;dan
c. industri.
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Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang
menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan
namun tidak semata-mata mencari keuntungan, antara
lain:

a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya
dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi
keuntungan, baik materil maupun immateril;
penyelenggaraan pendidikan nasional,

c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas
yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan
fungsi instansi Pengguna Barang; dan

d. kegiatan lainnya yang memenubhi kriteria non bisnis.

Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 huruf ¢ diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak
menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau
tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:

a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut
biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
kegiatan sosial;

kegiatan keagamaan,;

kegiatan kemanusiaan; dan

kegiatan  penunjang  penyelenggaraan  kegiatan
pemerintahan/negara; dan

f. kegiatan lainnya yang memenubhi kriteria sosial.

oo o

Paragraf 3
Bentuk Kelembagaan penyewa

Pasal 42

Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, dikelompokkan sebagai
berikut:
a. Kategori I, meliputi:

i, Swasta, kecuali yayasan dan koperasi;

ii. Badan Usaha Milik Negara;

iii. Badan Usaha Milik Daerah;

iv. Badan hukum yang dimiliki negara; dan

v. Lembaga pendidikan asing.
b. Kategori II, meliputi:

i. Yayasan,

ii. Koperasi;

iii. Lembaga Pendidikan Formal; dan

iv. Lembaga Pendidikan Non Formal.
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c. Kategori IlI, meliputi:
' N Lembaga sosial;
ii. Lembaga kemanusiaan;
iii. Lembaga keagamaan; dan
iv. Unit penunjang Kkegiatan  penyelenggaraan
pemerintahan /negara.

Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus didukung dengan dokumen yang diterbitkan
oleh instansi yang berwenang.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
rencana Kkegiatan penyewaan disampaikan pada saat
pengajuan usulan sewa.

Pasal 43

Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (1) huruf a angka v meliputi lembaga
pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di
Indonesia.

Lembaga pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (1) huruf b angka iii meliputi lembaga
pendidikan dalam negeri, baik milik swasta maupun milik
pemerintah /negara, meliputi:

a. lembaga pendidikan anak usia dini formal;

b. lembaga pendidikan dasar;

c. lembaga pendidikan menengah; dan

d. lembaga pendidikan tinggi.

Lembaga pendidikan non formal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b angka iv meliputi:

a. lembaga kursus;

lembaga pelatihan;

kelompok belajar;

pusat kegiatan belajar masyarakat;

majelis taklim; dan

f. satuan pendidikan yang sejenis.

o o

Lembaga sosial, lembaga kemanusiaan, dan lembaga
keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1)
huruf ¢ angka i, ii, dan iii, termasuk lembaga internasional
dan/atau asing yang menyelenggarakan kegiatan sosial,
kemanusiaan, dan/atau keagamaan di Indonesia.
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Pasal 44

(1) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis
kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar 100% (seratus

persen).
(2) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis
kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebagai berikut:
a. Kategoril sebesar 50% (lima puluh persenj;
b. Kategori Il sebesar 40% (empat puluh persen); dan
c. Kategori Il sebesar 30% (tiga puluh persen).
(3) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis
kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai berikut:
a. Kategoril sebesar 10% (sepuluh persen);
b. Kategori Il sebesar 5% (lima persen); dan
c. Kategori Il sebesar 5% (lima persen).

(4) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk periodesitas Sewa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c
ditetapkan sebagai berikut:

a. per tahun sebesar 100% (seratus persen);

b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);

c. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen);

d. per jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh persen).

Pasal 45

Perubahan besaran faktor penyesuai Sewa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas
nama Menteri Keuangan.

BABV
TATA CARA PELAKSANAAN SEWA

Bagian Kesatu
Sewa Atas BMN Pada Pengelola Barang

Paragraf 1
Pengusulan

Pasal 46

Calon penyewa mengajukan permohonan Sewa kepada Pengelola
Barang dengan disertai:
a. data usulan Sewa, antara lain:
i. latar belakang permohonan;
ii. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas sewa;
dan
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data BMN yang diajukan untuk dilakukan Sewa;

data calon penyewa, antara lain:

i. nama;

il. alamat;

iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

iv. surat permohonan Sewa dari calon penyewa; dan

v. bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi
Surat Izin Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis
untuk calon penyewa yang berbentuk badan
hukum/badan usaha.

surat pernyataan/persetujuan, antara lain:

i. pernyataan/persetujuan dari pemilik / pengurus,
perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa
pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk
badan hukum/badan usaha; dan

ii. pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk
menjaga dan memelihara BMN serta mengikuti
ketentuan yang berlaku selama jangka waktu Sewa.

Paragraf 2
Penelitian dan Penilaian

Pasal 47

Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan
penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa.

Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pengelola Barang dapat meminta keterangan
kepada Pengguna Barang yang menyerahkan BMN berupa
tanah dan/atau bangunan yang diajukan untuk disewakan.

Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan
Penilaian objek Sewa guna memperoleh nilai wajar BMN
berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.

Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk
melakukan Penilaian guna menghitung nilai wajar atas nilai
Sewa pasar dalam hal Pengelola Barang memiliki keyakinan
bahwa nilai wajar BMN tidak dapat digunakan untuk
menentukan besaran nilai sewa yang wajar.

Hasil penilaian berupa nilai wajar atas nilai Sewa pasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlakukan sebagai
tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
dalam penghitungan besaran Sewa.

Pelaksanaan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan ayat (4) dilakukan dengan berpedoman pada standar
- 3. Latarmitnan peraturan perundang-undangan.
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TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

“Menimbang

Mengingat :

PEDOMAN PEMAN

FAATAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN LPP TVRI  [hl1

DEWAN DIREKSI LPP TVRI,

Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib pemanfaatan Barang Miiik Negara
di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
dipandang perlu menetapkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran
Publik Televisi Republik Indonesia tentang Pedoman Pemanfaatan Bareng

Milik Negara Di Lingkungan Lembaga Penviaran Publik Televisi Republik
Indonesia;

.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tehun 2002 tenteng Penviaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890):
Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negaia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4286);

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharzan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republil

Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4485);

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga
Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 30, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4487);

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolan
Barang Milik Negara/Daerah;
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Peraturan Presiden Rl Nomar 54 Tanun 201U Jo. PP 70 Tahun 2012
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemarintah);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.08/2007 Tahun 2007
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,
Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 Tahun 2007
Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor KEP.31/KM.6/2008 Tahun 2008
Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik
Negara Kepada Kepala Kantor Wilayah Dan Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara Dan Lelang Negara Di Lingkungan direktorat
Jenderal Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan
Menandatangani Surat dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.6/2011 Tahun 2011
Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang tidak

digunakan untuk meyelenggarakan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.6/2012 Tahun 2012
Tentang Tata Cara Pelaksanaaan Sewa Barang Milik Negara;

Peraturan Dewan Pengawsas Lembaga Penviaran Publik Televigi
Republik Indonesia MNomor O1/PRTR/DEWAS-TVRIf2012 ‘entang
Kebijakan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
(2011-2018);

Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik  Indonesia  Nomor  15/KEP/DEWAS/2014 tentang
Pengangkatan Direkiur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia Pergantian Antarwaktu Tzhun 2014-2017;

Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik  Indonesia Nemor 17/KER/DEWASAL 2014 tenteng
Pengangkatan Direktur Teknik Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia Pergantian Antarwaktu Tahun 2014-2017;

Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia Nomor 18/KEP/DEWAS/III 2014 tentang
Pengangkatan  Direktur Pengembangan dan Usaha Lembaga

Penyiaran Publik Televisi Republik Indongsia Pergantian Antarwaktu
Tahun 2014-2017:

Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia Nomor 24/KEP/DEWAS-TVRI/XII/2014 tanggal 1
Desember 2014 tentang Pengangkatan Direktur Program dan Berita

Penganti Antarwaktu Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik
indonesia Masa Tugas Tzhun 2014 — 2017,

N BARANG MILIK NEGARA DI LINGRUNGAR § pp e




19.
20.
21.
-
22.
23.
o/
Menetapkan :

Keputusan Dewan Pengawas Lembpaga rFenyiaran Puplik Televisi
Republik Indonesia Nomor 25/KEP/DEWAS-TVRI/XII/2014 tanggal 1
Desember 2014 tentang Pengangkatan Direkiur Keuangan Penganti

Antarwakiu Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik [ndonesia
Masa Tugas Tahun 2014 - 2017;

Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia Nomor 26/KEP/DEWAS-TVRI/XII/2014 tanggal 1
Desember 2014 tentang Pengangkatan Direktur Umum Penganti

Antarwaktu Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
Masa Tugas Tahun 2014 - 2017;

Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Repubiik
Indonesia Nomor 154/PRTR/DIREKS!/ TVRI/2006 tentang Organisasi
can Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik indonesia;

Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik
Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/ TVRI/2006 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia;

Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penviaran Publik Televisi Republik
indonesia Nomor 01/PRTR/DIREKS!Y TVRI2011 tentang Perubahan
atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televigi
Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSIHTVRIF2006 tentang
Crganisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penylaran
Publik Televisi Republik Indonesia;

Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik
indonesia Nomor 12/PRTR/DIREKSH TVRI2014 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Dewan Direksi LPP  TVRI Nomor
185/PRTR/DIREKSITVRI/2006 tentang Crganisasi dan Tata Kerja

Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik
Indonesia;

MEMUTUSKARN:

PERATURAN DEWAN DIREKSI LPP TVRI TENTANG PEDOMAN
PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Pedoman Pemanfaatan Barang Milik Negara Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik
Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

PEDOMAN

PEMANFAATAN BARAN




Pasal 2
Ruang Lingkup

Barang milik Negara yang dapat dimanfaatkan adalah :
1. Tanah/Lahan

2. Gedung/Bangunan
3. Menara (termasuk lzhan pada lokasi menara)

Pasal 3
Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negarz

Sewa

Finjam Pakai

Kerjasama pemanfaatan.

Bangun guna serah dan bangun serah guna.

- e il i

~ Pasal 4

Pedoman Pemanfaatan Barang Milik Negara Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik
Indonesia ini digunakan sebagai acuan bagi pengguna barang, kuasa pengguna barang, dan

Pejabat yang bertanggungjawsb atas pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan LPP
TVRI.

Pasal 5
Pedomzn Pemanfaatan Barang Milik Negara Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik
Indonesia dimaksudkan untuk mewujudkan terselenggeranya FPemenfastan Barang IMilik
Negara yang seragam dan tertib berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Pasal 6
\eraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Padatanggal %  Agustus 2015

DEWAN DIREKSI LPP TVRI

Ir. ISK/(\\!?I!\AMHMAD, MM. g gjf 5 \gf*

Direktur Utama

TAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNG

PEDOMAN PEMANFAA ANLPPTVRI e
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NOMOR . 19 /PRTR/DIREKSI-TVRI/2015

TANGGAL : 3 Agustus 2015 :

TENTANG  : PEDOMAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA
DILINGKUNGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Pemanfaatan BMN dilakukan terhadap BMN yang tidak digunakan untuk melaksanakan tugas
nokok dan fungsi Kementerian Negara/lLembaga. Pemanfaatan BMN dapat pula dilakukan

\srhadap sebagian BMN yang tidak digunakan oleh Pengguna Barang sepanjang menunjang
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian/Lembaga yang pelaksanaan
pemanfaatannya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. BMN berupa tanah dan/atau bangunan oleh Pengelola Barang.

b. BMN selain tanah dan/atau bangunan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan
Pengelola Barang.

Batasan sewa adalah hanya berbentuk phisik dan tidak pada program dan channel digital.

Pelaksanaan pemanfastan tersebut dilakukan penilaian terlebih dahuiu oleh Pengelola Barang.
Pemanfaatan BMN dilakukan dalam bentuk

sewa,

Pinjam Pakai,

Kerjasama Pemanfaatan,

Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna,
Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.

P00 oW

Pelaksanaan pemanfaatan tersebut diatas dilakukan oleh Pengguna Barang dengzn
persetujuan Pengelola Barang. Berikut penjelasan pemanfzatan BMN

1. Sewa

a. Definisi sewa

Sewa adalah pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka wakiu tertentu dan
menerima imbalan uang tunai.

b. Pertimbangan untuk menyewakan BMN.

Penyewaan BMN dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfataan BVN :

PEDOMAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN LPB Turr

Hal 5



1)' Belum/tidak dipergunakan daliam pelaksanazan wgas pokok dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan.

2) Menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia.

3) Mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah.

¢. BMN yang dapat disewakan

BMN yang dapat disewakan adalah tanah dan/atau bangunan, baik yang ada
pada Pengelola Barang, maupun yang status penggunaannya ada pada
Pengguna Barang, dan BMN selain tanah dan/atau bangunan.

d. Subjek Pelaksana Sewa
1) Pihak yang dapat menyewakan BMN

a) Pengelola Barang untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada
Pengelola Barang.

- ) Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk :

(1) Sebagian tanah dan/atau bangunan yang status penggunaannya adla
pada Pengguna Barang.

(2) BMN selain tanah dan/atau bangunan.
2) Pihzk yang dapat menyewa BMN meliputi:
a) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
b} Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
¢) Badan Hukum lainnya.
d) Perorangan.

e. Ketentuan dalam Penyewaan BMN

1) BMN yang dapat disewakan adalah BMN yang dalam kondisi belum atau
W/ tidak digunakan oleh Pengguna Barang atau Pengelola Barang.

2) Jangka waktu sewa BMN paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya
perjanjian, dan dapat diperpanjang.

3) Perpanjangan jangka waktu sewa
setelah dievaluasi oleh Penggun
Barang.

BMN dilakukan oleh Pengguna Barang,
a Barang dan disetujui oleh Pengelola

Penghitungan besaran sewa minimum didasarkan adalah sebagai berikut :

a) Formula tarif sewa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2006 dan PMK No. 96/PMK.06/2007 untuk BMN yang disewa oleh

pihak ketiga (selain instansi/lembaga Pemerintah) atau yang di luar tugas
pokok dan fungsi.
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b) Formula tarif sewa yang dizwr dalam Feratwran Pemerintah Nomor 8

Tahun 2006 untuk BMN yang disewa oleh instansi/Lembaga Pemerintah
atau yang sesuai tugas pokok dan fungsi.

5) Penghitungan nilai BMN dalam rangka penentuan besaran sewa minimum
dilakukan sebagai berikut:

a) Penghitungan nilai BMN untuk sebagian tanah dan/atau bangunan yang
berada pada Pengguna Barang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh

Pengguna Barang dan dapat melibatkan instansi teknis terkait dan/atau
penilai.

b) Penghitungan nilai BMN selain tanah dan/atau bangunan, dilakukan oleh

tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang dan dapat melibatkan instansi
teknis terkait dan/atau penilai.

6) Penetapan besaran sewa

Besaran sewa BMN sebagian tanah dan/atau bangunan yang berada pada
- Pengguna Rarang dan BMN selain tanah dan/atau bangunan, ditetapkan
oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

7) Pembayaran vang sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat pada saat
penandatanganan kontrak.

8) Selama masa sewa, pihak penyewa atas persetujuan Pengelola Barang

henya dapat mengubah bentuk BMN tanpa mengubah konstruksi daser

bangunan dengan ketentuan bagian yang ditambahian pada bangunan
terzebut menjadi BMN.

9) Seluruh biaya yang timbul dalem rangka penilaian, dibebanian pads APBN,

Rumah Negara golongan | dan golongan [ yang disewakan kepada pejebat
Negara/pegawai negeri dengan pelaksanaannya berpedoman pada
ketentuan yang mengatur mengenai rumah Negara,

f. Tatacara Pelakeanaan Sewa BMN

-’ 1) Penyewaan sebagian tanah dan/atau

bangunan cleh Fengguna
Barang/Kuasa Pengguna barang.

a) Tahap Persiapan

Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penyewaan kepada Direkturat

Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Republik Indonesia disertai
data/dokumen dukung berupa :

(1)Bukti kepemilikan
(2) Gambar lokasi.
(3) Luas yang akan disewakan.

(4) Nilai perolehan dan NJOP tanah dan/atau bangunan.
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(8) Data transaksi sebanding aan sgjenis.
(6) Calon penyewa.

(7) Nilai sewsa.

(8) Jangka waktu penyewaan.

b) Tahap Pembahasan LPP TVRI

(1) Direktur Utama c.q. Direktorat Sumber Daya dan Umum
pengelolaan BMN membentuk Tim untuk meneiiti usulan, serta
membuat perkiraan nilai sewa BMN yang akan disewakan sesuai
ketentuan, termasuk penyewaan sebagai Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 20089.

(2) Kuasa Pengguna Barang (satuan kerja) mengajukan usulan
kepada Pengelola Barang sesuai dengan batas kewenangan.

"/ (3) Untuk menyewakan sebagian tanah dan/atau bangunan dengan
disertai pertimbangan penyewaan, dan data dukung.

¢) Tahap Penilaian dan Persetujuan oleh Pengelola Barang

(1) Kuasa Pengelola Barang melakukan penelitian atas usulan untuk
menyewakan BMN dari Pengguna Bareng/Kussa Pengouna
Barang tersebut, selanjutnya menyetuju/menolak usul sewa
menyewa dimalksud.

(2) Dalam hal diperlukan, Pengelola Barang dapat membantuk Tim
dan/atau menugaskan penilai untuk melekukan penelitian dzn

kajian afas usulan sewa BMN berupa sebagian tanesh dan/ztau

bangunan dari Pengguna Barang guna menentukan besaran tarif
sewa dimaksud.

w, d)  Tahap Penetapan Pelaksanaan Sewa dan Perjanjian

(1) Berdasarkan persetujuan pengelola barang, Fengguna Barang
menetapkan keputusan pelaksanaan penyewaan yang sekurang-
kurangnya memuat informasi tentang tanah dan/atau bangunan
yang akan disewakan, antara lain sebagai berikut :

(a) Besaran tarif sewa.
(b) Calon penyewa.

(c) Jangka waktu sewa.

(2) Membuat perjanjian sewa menyewa secara tertulis antara
pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang ditunjuk
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oleh Pengguna Barang dengan penyewa, yang memuat sekurang -
kurangnya hak dan kewajiban para pihak.

(3) Penyewa menyetorkan keseluruhan uang sewa ke rekening Kas

Umum Negara, paling lambat pada saat perjanjian sewa menyewa
ditandatangani.

e) Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan sewa menyswa sebagian
tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang dengan disertai bukti
setor dan perjanjian sewa menyewa.

f) Dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan waktu sewa,
maka permintaan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang
kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
berakhirnya jangka waktu sewa.

Penyewaan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan oleh Pengguna Barang.

Tata cara dan prosedur pengajuan usul penyewaan BMN selain tanah
dan/atau bangunan mengikuti pola penyewaan sebagaimana pesnyewaan
sebagian tanah dan atau bangunan.

a) Formula terif sewa atas pelaksanaan sewa BMN

Besarnya biaya sewa BMN dihitung dengan formula sebagai berilut:
b) Formula Sewa Tanzh Kosong :

St = 3,33 % x (Lt x Nilai tanah)

<eterangan:

o

St = Sewa tanah.

Lt = Luas tanah.

Nilai Tanah = Nilai tanah berdasarkan nhasil pentiaien dengan
estimasi terendah menggunakan NJOP (per M2).

Luas tanah dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau
sertifikat tanah dalam meter perseqgi ( M2).

¢) Sewa Tanah dan Bangunan :

Stb = (3,33 % x Lt x Nilai tanah) + (6,64 % x Lb x Hs x Nsb)

Keterangan:
Lb = Luas lantai Bangunan (m2).
Hs = Harga satuan bangunan standar dalam keadaan
baru (Rp/M2).
Nsb = Nilai sisa bangunan (%).

........

GKUNGAN LPP TVR Hal. 9



(1) Penyusutan untuk bangunan permanen = 2 % / tanun.

(2) Penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4 % / tahur.
(3) Penyusutan untuk bangunan darurat = 10 % / tahun.

(4) Penyusutan maksimal = 80 % / tahun.

Luas bangunan dihitung berdasarkan luas lantai bangunar sesuai
gambar dalam meter persegi (m2).

d) Harga satuan bangunan.

Harga Satuan bangunan per m2 sesuai klasifikasitipe dalam keadaan
baru berdasarkan keputusan pemerintah daerah kabupaten/kota
setempat pada tahun yang bersangkutan.

Harga satuan tertinggi rata-rata per m2 bangunan bertingkat untuk

Bangunan Gedung Negara disesuaikan dengan standar harga pada
tahun berjalan.

o
TABEL 3
Harga satuan per m2 bangunan bertingkat Bangunan Gedung Negara
LANTAI BANGUNAN HARGA SATUAN PER M2 TERTINGG
Eangunarn 1 lantai 1.000 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 2 lantai 1.090 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 3 lantai 1.120 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 4 lantai 1.135 standar harga gedung bertingkat
" Bangunan 5 lantai 1.162 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 6 lantai 1.197 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 7 lantai 1.236 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 8 lantai 1.265 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 9 lantai 1.299 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 10 lantai 1.333 standar harga gedung bertingkat
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Bangunan 11 lantai

1.364 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 12 lantai

1.393 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 13 lantai

1.420 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 14 lantai

1.445 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 15 lantai

1.468 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 16 lantai

1.489 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 17 lantai

1.508 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 18 lantai

1.525 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 19 lantai

1.541 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 20 lantai

1.556 standar harga gedung bertingkat

JUMLAH LANTAI
BANGUNAN

JUMLAH HARGA SATUAN PER M2
TERTINGG!

PRI

Bangunan 21 lantai

1.570 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 22 lantai

1.584 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 23 lantai

1.597 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 24 lantai

1.610 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 25 lantai

1.622 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 26 lantai

1.634 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 27 lantai

1.645 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 28 lantai

1.656 standar harga gedung bertingkat

U
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Bangunan 29 lantai 1.666 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 30 lantai 1.676 standar harga gedung bertingkat
Bangtnan 31 lantai 1.686 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 32 lantai 1.695 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 33 lantai 1.704 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 34 lantai 1.713 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 35 lantai 1.722 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 36 lantai 1.730 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 37 lantai 1.738 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 38 lantai 1.746 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 39 lantai 1.754 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 40 lantai 1.761 standar harga gedung beriingkat
JUMLAH LANTAI JUMLAH HARGA SEATUAN PER M2
BANGUNAN TERTINGGI
Dalam hal sisa bangunan menurut umur tidak sesuai dengan kondisi
nyata, maka Nilai sisa bangunan (Nsb) ditelapkan bercasarkan
kondisi bangunan sehagai berikut:
(1) Baik = 85 % s.d 100 % siap pakai/periu
pemeliharaan awal.
(2) Rusak Ringan =70 % s.d 85 % rusak sebagian non
struktur.
(3) Rusak Berat =55 % s.d 70 % rusak sebagian non
struktur/struktur.
(4) Rusak Berat = 35 % s.d 55 % rusak sebagian

besar non struktur/struktur.

PEDOMAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN LPPTVRI Hal. 12



e) Sewa Prasarana Bangunan

Sp =6,64 % x Hp x Nep

Keterangan :

Sp = sewa prasarana bangunan (Rp/tanun).

Hp = harga prasarana bangunan dalam keadaan baru.
Nsp = nilai sisa prasarana bangunan (%).

Besar penyusutan / tahun dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :

pekerjaan halaman = 5%
mesin/instalasi = 10 %
furniture/elektronik = 25 %
penyusutan maksimal = 80 %

"/ f) Sewa Selain Tanah dan/atau Bangunan

Formula tarif sewa ditetapkan oleh masing-masing pengguna barang
berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

2. Pinjam Pakai

Pinjam pakai BMN adalah penyerahan penggunaan BMN antara Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalzn

dan setelah jangka waktu berakhir BMN tersebut diserahkan kembali kepada
pemerintzh pusat.

a. Pertimbangan/Alasan

Pinjam pakai BMN dilakukan untuk :

1) Mengoptimalkan penggunaan BMN yang belumftidak dipergunakan untuk
" pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat.

2) Menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

b. Jenis BMN yang dapat dipinjam pakai adalzh sebagai berikut :
1) Tanah dan/atau bangunan.

2) Selain tanah dan/atau bangunan.
C. Subjek Pelaksana Pinjam Pakai adalah sebagai berikut :

1) Pihak yang dapat meminjam pakaikan BMN adalah Pengguna Barang dengan
~ persetujuan Pengelola Barang yaitu untuk :

a) Sebagian tanah dan/atau bangunan yang status penggunaannya ada pada
Pengguna Rarang.

R N R TR PR TR
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) BMN selain tanah dan/atau bangunan.
2) Pihak yang dapat meminiam BMN adalah Pemerintah Daeran.

d. Ketentuan dalam Pelaksanaan Pinjam Pakai BMN di Lingkungan Lembaga
Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

1) BMN harus dalam kondisi belum/tidak digunakan oleh Penggura Barang
untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan.

2) Tanah dan/atau bangunan yang dapat dipinjam pakaikan meliputi sebagian
tanah dan/atau bangunan yang merupakan sisa dari tansh dan/atau
bangunan yang sudah digunakan oleh Pengguna Barang dalam rangka
penvelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

3) Jangka waktu peminjaman BMN paling lama 2 (dua) tahun sejak
ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai, dan dapat diperpanjang.

4) Dalam hal jangka waktu peminjaman BMN skan diperpanjang permintaan
perpanjangan jangka waktu pinjam pakai dimaksud harus sudzh diterima

Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pinjam
pakai berakhir.

5) Tanzh dan/atau bangunan yang dipinjam pakaikan harus digunskan sesuai
peruntukan dalam perjanjian pinjam pakai dan tidak diperkenankan
mengubah, baik menambah dan/atau mengurangi bentuk bangunan.

6) Femeliharaan dan segala biaya yang timbul selama mass pelaksznaan
piniam pakai menjadi tanggung jawab peminjam.

7) Setelah masa pinjam pakai berakhir, peminjam harus mengembalikan BMN
yang dipinjam dalam kondisi sebagaimana yang dituangkan dalam
perjanjian, dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST)

e. Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai BMN oleh Pengguna Barang

1) Pengguna Barang mengajukan usulan pinjam pakai kepada Pengelola

Barang, yang sekurang-kurangnya memuat pertimbangan yang mendasari
L diajukannya permintaan, jenis dan spesifikasi barang, detil peruntukan dan
jangka waktu pinjam pakai.

N
S

Pengelola Barang melakukan kajian atas usulan Pengguna Barang terutama
menyangkut ke{ayakan kemungkinan peminiaman BMN tersebut,

3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dirmaksud dzlam angka 2, Pengelola
Barang dapat menyetujui atau tidaknya usulan pinjam pakai.

4) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permintaan tersebut,
Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai
alasannya,

5)

Dalam hal Pengelola Barang menyetujui permintaan tersebut, Pengelola
Barang menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai BMN yang sekurang-
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kurangnya memuat pihak yang akan meminjam BMN yang dipinjamkan,
jangka waktu peminjaman, dan kewajiban peminjam untuk melakukan
pemeliharaan BMN yang dipinjam.

6) Berdasarkan persetujuan pinjam pakai tersebut, Pengguna Barang
melaksanakan pinjam pakai yang dituangkan dalam naskah perjanjian
pinjam pakai antara Pengguna Barang dan pemerintah daerah yang antara
lain raemuat subjek dan objek pinjam pakai, jangka waktu peminjaman, hak
dan kewajiban para pihak antara lain kewajiban peminjam untuk melakukan
pemeliharaan, dan menanggung biaya yang Himbui selama pinjam pakai,
dan persyaratan lain vang dianggap petiu,

7) Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan pinjam pakai
kepada Pengelola Barang.

8) Setelah berakhirnya jangka waktu pinjam pakai, peminjam  wajib
menyerahkan objek pinjam pakai kepada Pengguna Barang vyang
cituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), yang tembusannya

\J disampaikan kepada Pengslola Barang.

3. Kerjasama Psmanfaatan

a. Definisi Pemanfaatan

Kerjasama pemanfaatan adalah pendavagunazn BMN oish pihak lain dzlam
jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bulen
Pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

b. Pertimbangan kerjasama pemanfaatan BMN. dilakukan untuk:
1) Mengoptimalkan pemanfaatan BMN yang belumfidak dipergunakan dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.
2) Meningkatkan Penerimaan Negara.

3) Mengamankan BMN dazlam  arti mencegah penggunaan BMR

N tanpa
o/ didesarkan pada ketentuan yang berlaku,

¢. BMN yang dapat dijadikan Objek Kerjas

ama Pemanfataan oleh Pangguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang adalah :

1) Sebagian tanah dan/atau bangunan, yang status penggunaannya ada pada
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

2) Selain tanah dan/atau bangunan.

d. Subjek Pelakeana Kerjasama Pemanfaatan

1) Pihak - pihak yang dapat melakukan kerjasama pemanfaatan BMN :

a) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola
Barang/Kuasa Pengelola Bar:

ang, sesuai batas kewenangannya.
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b) Sebagian tansh dan/atau bangunan vang oeriesin dan ianah tan/atau
o

bangunan yvang sudah digunakan oleh Pengguna Barang dalam rangka
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

¢) BMN selain tanah danfatau bangunan.

<) Pihak yang dapat menjadi mifra kerizsama pemanfaatan Milik Negara
meliputi:

a) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
b) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
c) Badan Hukum lainnya.
e. Ketentuan dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan

1) Kerjasama pemanfaatan tidak mengubah status kepemilikkan BMN yang
- menjacli objek kerjasama pemanfaatan.

2) Sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan kerjasama
pemanlaatan adalah BMN sejak pengadaannva.

3) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan BMN paling lama 30 (tiga puluh) tahun
sejek ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.

4) Penetimazn negara yang wejib disetorkan mitra kerjasama pemanfastzn
selama jangka wakiu kerjasama pemanfaatan vaitu terdiri dari -
a) Koniribusi tetap.

b) Pembagian keuntungan hasil pendapaten kerjasama pemaniaatan BMN.

3) Kewenangan Pengelola Barang (Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jendaral
Kekayzan Negara (DJKN) dalam rangka Kerjasama Pemaniaatan yaiiu:

a) Perhitungan nilai BMN dalam rangka penentuan besaran kontribusi telap
< dilakukan oleh penilai yang ditugaskan oleh Pengelola Barang.

b) Penetapan besaran kontribusi telap atas BMN selain tanah dan/atau

bangunan, ditetapkan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan
Pengelola Barang berdasarkan hasil perhitungan penilai.

6) Kewajiban dan Sanksi kepada Mitra Kerjasama Pemanfaatan antara lain
sehagai berikui
a) Mitra Kerjasama Pemanfaatan ditentukan melalui tender dengan

mengikuti  ketentuan peraturan perundang-undangan  pengadaan

barangfjasa, kecuali BMN yang bersifat khusus dapat dilakukan
penunjukkan langsung.

b) Pembayaran kontribusi tetap oleh mitra kerjasama pemanfaztan:
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(1) Pembayaran pertama harus dilakukan paca saat Sitancatanganinya
perjaniian kerjasama pemanfaatan.

(4) Pembayaran kontribusi tahun berikutnya harus dilakuxan paling
lambat tanggal 31 Maret setiap tahun sampai berakhirnya perjanjian
kerjasama pemanfaatan.

(%) Penyetoran dilakukan ke rekening Kas Umum Negara.

7) Pembagian keuntungan hasil pendapatan harus disetor ke rekening Kas
Umum Negara paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

8) Keterlambatan pembayaran kontribusi {etap dan pembagian keuntungan dari

tanggal tersebut pada angka 8 huruf b dikenakan denda paling sedikit sebesar
111000 (satu per seribu) per hari.

9) Seluruh biaya yang timbul pada tahap persiapan dan pelaksanaan kerja_sama
pemanfaatan, antara lain meliputi biaya perizinan, konsultan pengawas, biayva

konsultan hukum, dan biaya pemeliharaan objek kerjasama pemanfaatan
"/ menjadi beban mitra karjasama pemanfaatan.

10) Surat persetujuan kerjasama pemanfaatan dari Pengelola Barang dinyatakan
tidak berlaku apabila dalam jangka wakiu satu tahun sejak ditetapkan tidak

ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian kerjasama
pemanfaatan.

f. Tata Cara Pelakeanaan Kerjasama Pemanfasatan,

1) Kerjasama Pemanfaatan atas sebagian ianan daniatau bangunan yai
I g 4

berlehih dari tanah dan/atau bangunan yang sudah digunakan oieh Pengguna
Barang.

2) Tahap_ Pengajuan Usul

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan
kerjasama pemanfaatan tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola

Barang/Kuasa Pengelola Barang sesuai batas kewenangan sebagaimana
L— tersebut di atas, dengan disertai

(1) Bukti kepemilikan.
(2) Gambar lokasi.
(3

) Luas Tanah dan/atau Bangunan.

(4) Nilai perolehan dan/atau NJOP tanah dan/atau bangunan.,
)
)

(5) Pertimbangan yang mendasari usulan kerjasama pemanfaatan.
(6) Jangka waktu kerjasama pemanfaztan.

b) Tahap Pengkaijian oleh Pengelola/Kuasa Pengelola.

(1) Pengelola Barang/Kuasa Pengelola Barang melakukan kajian atas
usulan Pengguna Barangﬂ(uasa Psngguna Barang tersebut,




terutama  menyangkut  keiayakarn sEinungrinen  keriasama
pemanfaatan BMN tanah dan/atau bangunan dimaksud.

(<) Apabila kajian atas usulan kerjasama pemanfastan tersebut
menyimpulkan kelayakan dilskukannya kerjasama pemanfaatan
Pengelola Barang membentuk tim vang anggotanya terdiri cari
Pengelola dan Pengguna Barang, untuk melakukan penelitian atas
tanah dan/atau bangunan yang akan dilakukan kerjasama
pemanfaatan serta menyiapkan hal - hal yang bersifat teknis.

(3) Dalam pembentukan Tim di atas, Pengeiola Barang dapat
engikutsertakan unsur Instansi/l embaga teknis yang kompeten.

(4) Dalam rangka penghitungan besaran kontribusi istap dan pembagian
keuniungan, Pengelola Barang menugaskan penilai untuk malakukan
penghitungan nilai BMN yang skan dijadikan chjek kerjasama
pemanfaatan.

9 (5) Penilai menyampaikan laporan penilaian kepada Pengelolz Barang
melalui Tim.

(6) Tim menyampaikan laporan hasil penelitiannya atas tanah dan/atau
bangunan, berikut hasil penghitungan besaran kentribusi telap dan

pembagian keuntungan yang didasarkan pada laporan penilaian
kepada Pengelola Barang.

(7) Berdasarkan laporan Tim dimaksud, Pengelola Barang memutuskan
disetujul atau tidaknya usulan kerjssama pemanfaatan,

(6) Dalam hal Pengelola Bareng tidak menyelujui usulan tersebut,
Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang
disertai dengan alasannya.

(9) Dalam hal Pengelola Barang menyetujui usulan tersebui, Pengelcla
Barang menerbitkan surat persetujuan yang sekurang - kurangnya
memuat bagian tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek

\J/ kerjasama pemanfaatan, nilai tanah danfatau bangunan, besaran

kontribusi tetap dan pembagian hasil keuntungan, dan jangka wakiu
kerjasama pemanfaatan.

Tahap Pelaksanaan pada Pengguna Barang setelah mendapat
persetujuan Pengelola,

(1) Melakukan tender untuk mendapatkan mitra kerjasama pemanfaatan.
(2) Menetapkan mitra kerjasama pemanfaatan.
(3) Menetapan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan.

(4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan dituangkan dalam bentuk
naskah perjanjian kerjasama pemanfaatan antara Pengguna Barang

________ o " i
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d)

e)

dengan mitra kerjasama pemanfaatan vang sexurang-kurangnya
memuvat ;

(@) pihak mitra kerjasama pemanfaatan.

(b) besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan.

() jangka waktu kerjasama pemanfaatan.

Tahap Pembuatan Berita Acara Penyerahan dan Monitoring BMN adalah
sabagai berikut :

(1) Penyerahan BMN yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan
dituangkan dalam berita acara serah terima.

(2) Menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan kepada
Pengelola Barang.

3) Pengguna Barang bersama - sama dengan Pengelola Bararig
melakukan monitoring, evaluasi, dan penatausahaan pelaksanaan
kerjasama pemanfaatan BMN tersebut.

Perpanjangan Wakiu dan/atau Pengembalian Objek Kerjasama

(1) Perpanjangan jangka wakiu kerjasama pemanfaatan BMN dilakukan

setelah dievaluasi oleh Pengguna Barang dan disetujui oleh
Pengelola Barang.

(2) Permohonan perpanjangan jangks waktu kerjasama pemenfaztan
harus disampailkan oleh Pengguna Barang kepada Pengslola Barang
paling lambat 1 (satu) tshun sebelum berakhimya jangka waktu
kerjasama pemanfaatan.

(3) Setelah berakhirnya jangka wakty kerjasama pemanfaatan, mitra
menyerahkan objek kerjasama pemanfaatan, berikut dengan sarana
dan prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan kerjaszama
pemanfaatan, dilengkapi dengan dokumen terkait kepada Pengeloia
Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST)

Kerjasama Pemanfaatan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan antara
lain sebagai berikut :

(1) Tahap Pengajuan Usul Kerjasama Pemanfaatan

Pengguna Barang mengajukan usul kerjasama pemanfaatan kepada

Pengelola Barang, disertai dengan Pertimbangan Kerjasama

Pemanfaatan, Nilai Perolehan, Fotocopy Dokumen Kepemilikan,

Kartu lIdentitas Barang (KIB), dan Jangka wakiu kerjasama

pemanfaatan.

(2) Tahap Pengkajian oleh Pengelola Barang pada Direktorat Jenderal
Kakayaan Negara (DJKN).

LINGKL
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(@) Pengelola Berang msiakukan kajan aw@s usulan Pengguna
Barang tersebut, terutama menyangkut kelayakan kemungkinan

kerjasama pemanfaatan BMN selain tanah dan/atau bangunan
dimaksud.

(b) Berdasarkan kajian dimaksud, Pengelola Barang memutuskan
disetujui atau tidaknya usulan kerjassama pemanfasten yang
diajulcan olsh Pengguna Barang.

(¢) Datam hal Pengelcla Barang tidak menyetujui usuian tersebut,

Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang
disertai dengan alasannya.

(d) Dalam hal Pengelola Barang menyetujui usulan tersebut,
Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan atas usulan
kerjasama pemanfaatan, yang sekurang - kurangnya memuat
obiek ksrjasama pemanfaaian, jangka wakiu kerjasama
pemanfaatan, kewsajiban pengguna membentuk Tim yang akan
melakukan penelitian terhadap objek kerjasama pemanfaatan,

serta menghitung besaran kontribusi tetap dan pembagizn
keuntungan.

g. Tahap Pelaksanaan pada Pengguna

1) Berdasarkan persetujuan dari Pengelola Barang, Pengguna Barang
membentuk Tim yang unsur-unsurnya terdiri atas Pengguna Barang dan

Pengelcla Barang dan dapat mengikutserizken unsur Instznsi/Lembaga
teknis yang kompeten.

2) Hasil penelitian, penghitungan besaran kontribusi tetep, dan pembegian

keuntungan, disampaikan kepada Pengguna Barang untuk mendapat
penetapan.

2

Pengguna Barang melakukan tender untzk mendapatkan mitra kerjasama
pemanfaatan berdasarkan penetapan sebagaimana tersebut pada huruf c.

‘N 4) Pengguna Barang menetapkan mitra kerjasama pemanfaatan, disertai

dengan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan kerjasama
pemanfaatan.

h. Tahap Penandatanganan Kontrak/Perjanjian

Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan dituangkan dalam naskah perjanjian
kerjasama pemanfaatan antara Pengguna Barang dengan mitra kerjasama
pemanfaatan yang sekurang - kurangnya memuat sebagai berikut :

1) Objek kerjasama pemanfaatan.
2) Mitra kerjasama pemanfaatan.

3) Baesaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan.

4) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan.

BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN LPP TVR
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. Tahap Penyerahan Objek Kerjasara:

Penyarahan BMN yang menjadi okjek Kerjasama pemaniaaian cliuangkan dalam
Berita Acara Serah Terima (BAST).

j. Tahap Laporan Pelaksanaan

Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan kerjiasama pemanfaatan dimaksud
kepada Pengelola Barang, disertai bukti setor kontribusi tetap, dan fotocopy
perjanjian kerjasama pemanfaatan.

k. Tahap Monitoring dan Perpanjangan waktu dan atau Penyerahan Kembali Objek
Kerjasama

1) Pengguna Barang dan Pengelola Barang melakukan monitoring, evaluasi,
dan menatausahakan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan.

2) Perpanjangan jangka waktu kerjasama pemanfaatan BMN dilakukan setelah
dievaluasi oleh Pengguna Barang dan disetujui oleh Pengelola Barang.

o/ 3) Permohonan perpanjangan jangka waktu kefjasama pemanfaatan harus
disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengslola Barang paling

lambat 1 (saiu) tahun sebelum berakhirya jangka waktu kerjasama
pemaniaatan.

4) Setelah berakhirmya jangka waktu pemanfaatan, mitra menyarahkan objek
kerjasama pemanfaatan dilengkapi dengan dokumen terkait kepada

Pengguna Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
(RPAST).

Pelaksanaen Laporan Pendapatan MNegara Bukan Pajak (PNBP) Setiep

UPKPB/UAKPB wajib menyampaikan laporan PNBP sehiubungan dengan adanya

pemanfaatan BMN secara berjenjang pada setiap Laporan Semester dan Tzhunan.

Pelaksanaan pemanfaatan tersebut di atas dilakukan oleh Pengguna Barang
dengan persetujuan Pengelola Barang.

_ -t 4. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna

a. Bangun Guna Serah atau Bangun Serzh Guna Barang Milik Negara/Daerah
dilaksanakan dengan pertimbangan:

1) Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan
pemerintahan negara/daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi: dan

2) tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara/Daersh untuk penyediaan bangunan dan fasilitas
tersebut,

Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang Milik

Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

PEDOMAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN LPP TR




d. Baerang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang siawus penggunaannya ada
pada Pengguna Barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas

dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, dapat dilakukan Bangun Guna

Serah atau Bangun Serah Guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada:

a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau

h. Gubernur/BupatiMValikota, untuk Barang Milik Daerah.

Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan mengikutsertakan

Pengguna Barang sesuai tugas dan fungsinya.

Penctapan status Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai hasil dari
pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh:

a. Pengelola Barang untuk Barang Milik Negara, dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga terksit; atau

b. Gubernur/BupatiWalikota untuk Barang Milik Daerah, dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah terkeait.

v Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling lama 30 (liga
puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Penetapan mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan
melalui tender.

Mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna vang telah ditetapkan,

selama jangka wakiu pengoperasian:

a. wajib membayar kontribusi ke reksning Kas Umum Negara/Daerah seliap fahun,
yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhifungan tim yang dibentuk
oleh pejabat yang berwenang;

b. wajib memelihara objek Bangun Guna Serzh atau Bangun Serah Guna: dan

¢. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:

1) tanzh yang menjadi objek Bangun Guna Serzh atau Bangun Serah Guna;

2) hasil Bangun Guna Serah yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan
fugas dan funasi Pemerintah Pusat/Dacrah; danfatau

3) hasil Rangun Serah Guna.

W Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah

Guna harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pemerintah Pusat/Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan perjanjian
yang sekurang-kurangnya memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna:

¢. jangka wakiu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian.

Izin mendirikan bangunan dalam rangka Bangun Guna Serah atau Bangun Serah
Guna harus diatasnamakan:

a. Pemerintah Republik indonesia, untuk Barang Milik Negara; atau
b. Pemerintah Daerah, untuk Barang Milik Daerah.

PEDOMAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN LPP TVRI
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Semua biaya persiapan Bangun Guna Serah atau eangun Seran Guna yang terjadi
setelah ditetapkannya mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dan

biaya pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna menjadi bebsn
mitra yang bersanghkutan.

Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Negara harus menyerahkan objek Bangun
Guna Serah kepada Pengelola Barang pada akhir jangka waktu pengoperasian,
setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah.

Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek Bangun
Guna Serah kepada Gubernur/BupatiiWalikota pada  akhir jangka waktu
pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah.

Bangun Serah Guna Barang Milik Negara dilaksanakan dengan tata cara:

a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna
kepada Pengelola Barang setelah seleszinya pembangunan;

b. hasil Bangun Serah Guna yang diserahkan kepada Pengelola Barang ditetapken
sebagai Barang Milik Negara:

"/
¢. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan Barang Miilk Negara
sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai jangka waktu yang ditetapkan
aalam perjanjian; dan
d. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna
terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah sebslum
penggunaannya ditetapkan oleh Pengelola Barang.
Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan {ata cara:
. mira Bangun Sersh Guna harus menyerahkan objek Bangun Serzh Guna
kepada Gubermur/Bupatil Walikota satelzh selesainya pembangunan;
b. hasil Bangun Serah Guna yang diserahkan kepada Gubernur/BupatiWaliko'a
ditetapkan sebagai Barang Milik Daerah:
¢. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan Barang Milk Daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai jangka waktu yang ditetapkan
9 dalam perjanjian; dan

setelah jangka wakiu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna
terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah sebelum
penggunaannya ditetapkan oleh Gubarnur/Bupati/ Walikota.

§. Keriasama Penyediaan Infrastruktur

a. Kerja Sama Penyedizan

Infrastruktur atas Barang Milik Negara/Daerah
dilaksanakan terhadap:

1) Barang Milik Negara/Daerah beru

pa tanah dan/ateu bangunan pada
Penaelola BaranglPengguna Barang;
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2) Barang Milik Negara/Daerah herupa setagian tanan daniatau b-angﬁnan
yana masih digunakan oleh Pengauna Barang; atau

3) Barang Milik Negara/Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Kerja Sama Penyediaan Infrastrukiur atas Barang Milik Negara/Daerah pada

Pengelola Rarang eebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan
cieh:

1) Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau

2) Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/ BupatiWaiikota, untuk
Barang Milik Daerah.

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Negara/Daerah pada

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan
huruf ¢ dilaksanakan oleh:

1) Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Bararig, untuk Barang Milik
Hegara; atau

2) Pengguna Barang dengan persetujuan Gubernur/ BupatiWalikota, uniuk
Barang Milik Daerah.

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Negara/Daerah ditakukan
antara Pemerintah dan Badan Usaha.

Badan Uszha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha yang
berbentulc

a. perseroan ferhatas;

b. Badan Usaha Milik Negara;

¢. Beadan Usaha Milik Daerah: dan/atau
d. Koperasi,

Jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur paling tama 50 (lima puluh)
tahun dan dapat diperpanjana.

Penetapan mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastrultur dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastrukiur yanga telah ditetapkan, selama jangka
wakiu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur:

a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan Barang Milik
Negara/Dasrah vang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;

b. wajib memelihara objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan harang hasil
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; dan

c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat

kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian
dimulai (clawback).

Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf ¢
disetorkan ke Kas Umum Negara/Daerah.




Formula dan/atau besaran pembagian keiebihan keuniungan seoagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf ¢ ditetapkan oleh:

a. Pengelols Barang, untuk Barang Milik Negara; atau

b. Gubernur/BupatiWalikota, unfuk Barang Milik Dasrah.

Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur harus menyerahkan objek Kerja Sama
Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur kepada

Pemerintah pada sast berakhirya jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastrukiur
sesuai petjanjian.

Barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur menjadi Barang Milik Negara/Daerzh
sejak diserahkan kepada Pemerintah sesuai perjanjian.

Ditetapkan di . Jakarna
Padatangoal  : % Agustus 2015

N/ DEWAN DIREKS! LPP TVRI

Direktur Utama

Ir. ISKANDAR ,«ﬁ«/ AD, MM gy, ';} . "Z-?’
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~=MBAGA PENYIARAM PUB LK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
. Gerbang Pemuda No. € Senzyan Jakarta 11270

Telp. : (021) 570 4720, 5704740, Fax, ((21) 573 3122
waw, tvrl.co.id

KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
Nomor: (7 /MA/KPTS/TVRI2016

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN ASET BERUPA
TANAH/LAHAN, GEDUNG/BANGUNAN DAN STUDIO ALAM
PADA BIDANG PENJUALAN PEMASARAN TEKNIK NON TEKNIK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDCNESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
DEWAN DIREKSI,

Menimbang : 1. Bahwa penerimaan anggaran utama yang bersumber dari
APBN, luran Penyiaran dan Siaran lklan Televisi tidak dapat
memenuhi seluruh kebutuhan anggaran biaya operasional
Lembaga Penyiaran Publik TVRI yang semakin meningkat:

2. Bahwa untuk meningkatkan kinerja Lembaga Penyiaran
Publik TVRI diperlukan dukungan anggaran yang memadai
melalui upaya peningkatan penerimaan dari berbagai sumber
dana berupa Pengembangan hasil kerjasama usaha non
siaran yang sah;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dipandang perlu
untuk mengatur kerjasama di bidang non siaran (non teknik)

khususnya pemanfaatan ianah/lahan Lembaga Penyiaran
Publik TVRI yang idle;

4. Bahwa untuk memberikan proses alur kerja yang sistematis
dan dapat dipertanggungjawabkan, mendapatkan mifra
il potensial dan mengoptimalkan pendapatan Non APBN,
diperlukan standar operasional prosedur dan pedoman
kerjasama pada Bidang Non Siaran (non teknik);

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Dewan
Direksi Lembaga Penviaran Publik TVRI untuk mengaturnya;

Mengingat - 1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiarzn;
2. Undang-Undang RI Mo. 17 iahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

3. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 {entang
Penyelengearaan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
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Feraturan Pemerintan Nomor 13 Tanun 2005 <entang
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 77/M Tahun
2006 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Lembaga
Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

7. Peraturan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia Nomor: 01/PRTR/DEWAS-
TVRI/IV/2012 tentang Kebijakan Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia Periode (2011-2016);

8. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia Nomor: 15/KEP/DEWAS/II/2014
tanggal 17 Pebruari 2014 tentang Pengangkatan Direktur
Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik
Indonesia Pergantian Antar waktu Tahun 2014 - 2017;

9. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia Nomor: 17/KEP/DEWAS/I1/2014
tanggal 17 Pebruari 2014 tentang Pengangkatan Direktur
Teknik lLembaga Penyiaran Publik Televisi Republik
Indonesia Pergantian Antar waktu Tahun 2014 - 2017;

10. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia Nomor: 18/KEP/DEWAS/I1/2014
tanggal 17 Pebruari 2014 tentang Pengangkatan Direktur
Pengembangan dan Usaha Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia Pergantian Antar waktu Tahun
2014 - 2017,

11. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia Nomor: 24/KEP/DEWAS/X!1/2014
tanggal 1 Desember 2014 tentang Pengangkatan Direktur
Program dan Berita Pengganti Antar wakiu Lembaga
Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Masa Tugas
Tahun 2014 - 2017;

12. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia Nomor: 25/KEP/DEWAS/XI1/2014
tanggal 1 Desember 2014 tentang Pengangkatan Direktur
Keuangan Pengganti Antar wakiu Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia Masa Tugas Tahun 2014 — 2017;

13. Keputusan Dewan Pengawas lLembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia Nomaor: 26/KEP/DEWAS/X11/2014
tanggal 1 Desember 2014 tentang Pengangkatan Direktur
Umum Pengganti Antar waktu Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik indonesia Masa Tugas Tahun 2014 — 2017;

14. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia nomor 154/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006

tentang Organisasi dan Tata i<erja Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia:

15. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006
tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

DOMAN KERJASAMA NON TEKMIK PA
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16. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia Nomor 01/PRTR/DIREKSI-TVRI/2011
tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi |LPP TVRI
Nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia;

17. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik TVRI No.
19/PRTR/DIREKSI/TVRI2015 tanggal 3 Agustus 2015
tentang pedoman pemanfaatan barang milik negara di
lingkungan LLembaga Penyiaran Publik TVRI;

Memperhatikan : Saran dan Pendapat Manajemen Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PEMANFAATAN ASET BERUPA TANAH/LAHAN,
GEDUNG/ BANGUNAN DAN STUDIO ALAM PADA BIDANG
PENJUALAN PEMASARAN TEKNIK NON TEKNIK DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPURLIK INDONESIA, sebagai berikut :

PASAL |
KETENTUAN UMUM
PENGERTIAN - PENGERTIAN

Yang dimaksud dengan pengertian-pengertian adalah definisi tentang maksud yang
tercantum dalam Surat Keputusan ini :

1. Kerjasama Usaha Bidang Penjualan Pemasaran Non Teknik adaiah kegiatan
kerjasama usaha yang dilakukan di luar kegiatan penyiaran Lembaga Penyiaran

Publik TVRI, meliputi kerjasama pemanfaatan tanah/lshan, gedung/bangunan dan
studio alam;

2. Kerjasama pemanfaatan tanah/lahan adalah kerjasama pemanfaatan tanah/lahan
milik Lembaga Penyiaran Publik TVRI yang idle dengan pola sewa, bangun guna
serah dan bangun serah guna kepada pihak ketiga dengan syarat dan jangka
waktu yang dituangkan dalam surat perjanjian dengan rate card yang ditetapkan
oleh Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik TVR!:

3. Kerjasama pemanfaatan tanah/iahan berupa pemanfaatan tanahflahan untuk
kegiatan lahan kosong dan ofo bursa.

4.  Kegiatan lahan kosong adalah pemanfaatan tanah/ishan kosong (belum berdiri
bangunan dan gedung) yang digunakan untuk kegiatan jual beli (bazzar dan
pasar femporer), parkir, pameran/promosi, shooting, kegiatan perbankan,
kegiatan-kegiatan sosial, pertunjukan seni, hudaya dan olahraga.

5. Kegiatan oto bursa adalah pemanfaatan tanah/lahan untuk kegiatan jual beli
kendaraan bermotor bekas/haru dan kegiatan otomotif lainnya;

L TR
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6. Kerjasama  pemanfaatan  gedung/bangunan  «erasama  pemanfaatan
gedung/bangunan milik Lembaga Penyiaran Publik TVRI yang idle dengan poia
sewa, bangun guna serah dan bangun serah guna kepada pihak ketiga dengan
syarat dan jangka waktu yang dituangkan dalam surat perjanjian dengan rafe card
yang ditetapkan oleh Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik TVRI;

7. Kerjasama pemanfataan gedung/bangunan meliputi foko/kios (tenant), kantor,
ATM, open table dan café/kantin/warung;

8.  Kegiatan toko/kios (tenant) adalah pemanfaatan gedung/bangunan untuk kegiatan
toko/kios (tenant) jual beli produk dan jasa.

9. Kegiatan kantor adalah pemanfaatan gedung/bangunan untuk kegiatan
perkantoran.

10. Kegiatan ATM adalah pemanfaatatan gedung/bangunan untuk kegiatan transaksi
perbankan.

11. Kegiatan Open Table adalah pemanfaatan gedung/bangunan untuk kegiatan
promosi produk dan jasa dengan menggunakan 1 (satu) atau lebih meja dan kursi.

12. Kegiatan Café/Kantin'Warung adalah pemanfaatan gedung/bangunan untuk
kegiatan penjualan makanan dan minuman.

13. Kerjasama pemanfaatan studio alam kerjasama pemanfaatan tanah/lahan,
gedung/bangunan dan fasilitas lainnya di Studio Alam Depok milik Lembaga
Penyiaran Publik TVRI yang idle dengan pola sewa, bangun guna serah dan
bangun serah guna kepada pihak ketiga dengan syarat dan jangka waktu yang

dituangkan dalam surat perjanjian dengan rate card yang ditetapkan oleh Dewan
Direksi Lembaga Penviaran Publik TVRI:

PASAL Il

PIHAK YANG DAPAT DIAJAK KERJASAMA
Kerjasama pemanfaatan tanah/lahan dan gedung/bangunan dapat dilakukan dengan
perorangan dan perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki NPWP (Nomor Pokok
Wajib Pajak) meliputi :
1. Perorangan
2. Instansi Pemerintah, Kementerian atau Lembaga Non Kementerian.
3. Perusahaan Swasta

PASAL il
JENIS USAHA BIDANG PENJUALAN PEMASARAN NON TEKNIK

Jenis Usaha Bidang Penjualan Pemasaran Non Teknik untuk pemanfaatan tanah/lahan
dan gedung/bangunan melalui lL,embaga Penyiaran Publik TVRI adalah -

1. Penyewaan tanah/lahan adalah pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka
waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. |

2. Bangun guna serah adalah pemanfaatan tanah pemerintah pusat oleh pihzk lain
djangan mendirikan bangunan  dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dajam jangka tertentu vang telah disepakaii

dan selanjutnya diserahkan kernbali ke i
selanjutny: rah) rnoalt Kepada Pengelola Rarang setela
waldy berakhir J iieipleh: Pk
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3. Bangun serah guna adalah pemanfaatan tanan milik pemerintan pusat oleh pihak
lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian

diserahkan kepada Pengelola Barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak
lain tersebut dalam jangka yang telah disepakati.

PASAL IV
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (KONTRAK)

1. Setiap kegiatan kerjasama sewa menyewa, bangun guna serah dan guna serah
bangun wajib dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak).

2. Wewenang penandatanganan surat perjanjian kerjasama (kontrak) diatur
sebagai berikut :

a. Untuk penandatanganan kontrak diatas 2 tahun atau diatas senilai Rp.
50.000.000.000,- (Limapuluh milyar rupiah) per kontrak dan bersifat rutin
alau tidak rutin; harus disetujui dan diketahui Direktur Utama LPP TVRI.

b. Untuk penandatanganan kontrak maksimal 2 tahun atay maksimal senilai
Rp. 50.000.000.000, - (Limapuluh milyar rupiah) per kontrak dan bersifat rutin
atau tidak rutin; harus disetujui dan diketahui Direktur Pengembangan dan
Usaha Kantor Pusat LPP TVRI.

¢. Untuk penandatanganan kontrak maksimal senilai Rp. 25.000.000,- (Dua
puluh lima juta rupiah) per hari dan bersifat tidak rutin; atau kontrak
maksimal senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) bersifat tidak
rutin harus disetujui dan diketahui Kepala Stasiun TVR] Penyiaran Daerah
dengan menembuskan kepada Kantor Pusat PP TVRI.

3. Setiap perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya mengatur tentang:

a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. Jenis kerjasama, luas tanah/lahan atau gedung/bangunan, besaran nilai
kerjasama, dan jangka waktu kerjasama;

c. Cara pembayaran dan batas waktu pembayaran.
d. Hak dan kewajiban para pihak.

PASAL V
KERJASAMA RUTIN DAN TIDAK RUTIN

1. Kerjasama rutin adalah kerjasama yang dilakukan terus menerus selama 1 (satu)
tahun atau lebih:

2. Kerjasama tidak rutin adalah kerjasama yang dilakukan pada waktu tertentu
atau temporary (event) atau dilaksanakan paling lama 1 (satu) minggu.

PASAL VI
JANGKA WAKTU KERJASAMA

—_

Jangka waktu kerjasama paling lama 5 tahun:

2. Jangka waktu sewa kegiatan lahan kosong : harian, mingguan, buianan dan
tahunan;

Jangka waktu sewa kegiatan oto bursa : harian dan bulanan;

Jangka waktu sewa gedung/bangunan : harian, mingguan, bulanan dan tahunan;

Jangka waktu sewa kegiatan studio alam: harian, mingguan, bulanan dan
tahunan

oA w
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PASAL Vii
NILAl KERJASAMA

1. Nilai kerjasama disesuaikan dengan ukuran atau iuas tanah/ianan atau
gedung/bangunan yang digunakan.

2. Kegiatan Oto Bursa menggunakan tanah/lahan dengan ukuran 2 x 4 M? per mobil
dan diperhitungkan di dalam tarif sewa per hari.

PASAL VI
MEKANISME PEMBAGIAN PENDAPATAN

1. Seluruh pendapatan TVRI Stasiun Penyiaran Daerah yang berasal dari hasil
kerjasama pemanfaatan tanah/lahan dan gedung/bangunan harus disetorkan
(transfer) ke rekening penerimaan Kantor Pusat LPP TVRI, maksimal 3 (tiga) hari
setelah pembayaran dilakukan oleh mitra kerja.

2. Direktorat Pengembangan dan Usaha melakukan pencatatan dan pengakuan
pendapatan tersebut sebagai pendapatan Non APBN.

3. Direktorat Pengembangan dan Usaha akan merekomendasikan dan berkoordinasi
dengan Direktorat Keuangan untuk membagi hasil kerjasama kepada TVRI Stasiun
Penyiaran Daerah.

4. Besaran pembagian hasil kerjasama mengikuti Keputusan Dewan Direksi Nomor
232/I1/KPTS/TVRI/2015 Tentang Pembagian Hasil Kerjasama Usaha Penjualan
Pemasaran Teknik dan Non Teknik Bidang Non Siaran antara TVR] Kantor Pusat

dan TVRI Stasiun Daerah di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia.

PASAL IX
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur terutama kerjasama guna serah bangun dan bangun
guna serah akan diatur dalam surat keputusan tersendiri.

2. Surat Keputusan ini mulai berlaky sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdzpat

kekeliruan, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 5 Januari 2016

DEWAN DIREKSI LPP TVR|

Ir. ISKANDARVACHMAD, MM.Jo ;‘.ijﬂél

Direktur Utama

BIDANG NON SIARAN —
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LEABAGA PENYIARARN PURLIK
TELEVISI REPUBLIK IMDONESIA
Al Gerbang Peruda No. & Senayan Jakarla 1)270
Talp. : (G21) 570 4720, 5704740, Fax. (021) 573 1122
www.tvri.ce.id

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LPP TVRI

NOMOR o L0 N A/KPTSITVRIRZ015
TANGGAL 5 Januari 2016
TENTANG . PEDOMAN PEMANFAATAN ASET BERUPA TANAH/LAHAN,
GEDUNG/ BANGUNAN DAN STUDIO ALAM PADA BIDANG
PENJUALAN PEMASARAN TEKNIK NON TEKNIK DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA
HONORARIUM
. . HARI ]
NO JENIS HARI KERJA SABTU, MINGGU, HARI LIBUR RESMI/CUTI BERSAMA
{SENIN - JUMAT) Shift | ] shitll | shir
! |
1 | Penanggung i
Jawab Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- | Rp.75.000- | Rp.75.000,
|
2 Ketua Rp. 45.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000.- Rp. 70.000,
3 | Koordinator Rp. 40.000.- Rp. 65.000,- Rp. 65.000.- Rp. 65.000,
4 | Anggota Tim Rp. 35.000.- Rp. 60.000,- Rp. 60.000,- Rp. 60.000,-
KETERANGAN
Honor sudah termasuk PPh Pasal 21
Direktur Utama
r
ey
Ir. ISKANDAR ACHMAD, M. 4+~ ¢ M. g
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_eMBAGA FENYIARAN PUBLIX
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
f.‘.IGerbang Pemuda No. 3 Senayan Jakara 10270
Taip. - (021) 570 4720, 5704740, Fax. [021)573 3122
wwnw.bvr.co.id

KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NMomor: (7 NA/KPTS/TVRI/2018

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN ASET BERUPA
TANAH/LAHAN, GEDUNG/BANGUNAN DAN STUDIO ALAM
PADA BIDANG PENJUALAN PEMASARAN TEKNIK NON TEKNIK
D1 LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
DEWAN DIREKSI,

Menimbang : 1. Bahwa penerimaan anggaran utama yang bersumber dari
APBN, luran Penyiaran dan Siaran |klan Televisi tidak dapat
memenuhi seluruh kebutuhan anggaran biaya operasional
Lembaga Penyiaran Publik TVRI yang semakin meningkat;

2. Bahwa untuk meningkatkan kinerja Lembaga Penyiaran

Publik TVRI diperlukan dukungan anggaran yang memadai

' melalui upaya peningkatan penerimaan dari berbagai sumber

dana berupa Pengembangan hasil kerjasama usaha non
siaran yang sah;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dipandang periu
untuk mengatur kerjasama di bidang non siaran (non teknik)
khususnya pemanfaatan {anah/lahan Lembaga Penyiaran
Publik TVRI yang idle; .

4. Bahwa untuk memberikan proses alur kerja yang sistematis
dan dapat dipertanggungjawabkan, mendapatkan mitra
potensial dan mengoptimalkan pendapatan Non APBN,
diperlukan standar operasional prosedur dan -pedoman
kerjasama pada Bidang Non Siaran (non teknik); '

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dipandang perlu mengecluarkan Keputusan Dewan
Direksi Lembaga Penyiaran Publik TVRI untuk mengaturnya;

-

Mengingat . Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

2. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

3. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;

SOP DAN PEDOMAN KERJASAMA NOM TEMNIK PADA BIDANG NON SIARAN Hal. 1
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5. Peraturan Pemeriniah Nomor 13 Tanun 2005 tentang
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia:

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 77/M Tahun
2006 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Lembaga
Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia:

7. Peraturan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia Nomor: 01/PRTR/DEWAS-
TVRI/IV/I2012 tentang Kebijakan Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia Periode (2011-2016);

8. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia Nomor: 15/KEP/DEWAS/II/2014
tanggal 17 Pebruari 2014 tentang Pengangkatan Direktur
Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik
Indonesia Pergantian Antar waktu Tahun 2014 — 2017;

9. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia Nomor: 17/KEP/DEWAS/II/2014
tanggal 17 Pebruari 2014 tentang Pengangkatan Direktur
Teknik Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik
Indonesia Pergantian Antar waktu Tahun 2014 - 2017;

10. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia Nomor: 18/KEP/DEWAS/II/2014
tanggal 17 Pebruari 2014 tentang Pengangkatan Direktur
Pengembangan dan Usaha Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia Pergantian Antar waktu Tahun
2014 - 2017;

11. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia Nomor: 24/KEP/DEWAS/XI1/2014
tanggal 1 Desember 2014 tentang Pengangkatan Direktur
Program dan Berita Pengganti Antar waktu Lembaga
Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Masa Tugas
Tahun 2014 — 2017

12. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia Nomor: 25/KEP/DEWAS/XI1/2014
tanggal 1 Desember 2014 tentang Pengangkatan Direktur
Keuangan Pengganti Antar waktu Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia Masa Tugas Tahun 2014 — 2017

13. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia Nomor: 26/KEP/DEWAS/XI1/2014
tanggal 1 Desember 2014 tentang Pengangkatan Direktur
Umum Pengganti Antar waktu Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia Masa Tugas Tahun 2014 — 2017;

14. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia nomor 154/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia;

15. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006
tentang Organisasi dan Tata Kera Stasiun Penyiaran
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
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16. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Fenyiaran Pubiik Televisi
Republik Indonesia Nomor 01/PRTR/DIREKSI-TVRI/2011
tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI
Nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia;

17. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik TVRI No.
19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2015 tanggal 3 Agustus 2015
tentang pedoman pemanfaatan barang milk negara di
lingkungan Lembaga Penyiaran Publik TVRI;

Memperhatkan : Saran dan Pendapat Manajemen Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PEMANFAATAN ASET BERUPA TANAH/LAHAN,
GEDUNG/ BANGUNAN DAN STUDIO ALAM PADA BIDANG
PENJUALAN PEMASARAN TEKNIK NON TEKNIK DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA, sebagai berikut :

PASAL |
KETENTUAN UMUM
PENGERTIAN - PENGERTIAN

Yang dimaksud dengan pengertian-pengertian adalah definisi tentang maksud yang
tercantum dalam Surat Keputusan ini :

1. Kerjasama Usaha Bidang Penjualan Pemasaran Non Teknik adalah kegiatan
kerjasama usaha yang dilakukan di luar kegiatan penyiaran Lembaga Penyiaran
Publik TVRI, meliputi kerjasama pemanfaatan tanah/lahan, gedung/bangunan dan
studio alam;

2. Kerjasama pemanfaatan tanah/lahan adalah kerjasama pemanfaatan tanah/lahan
milik Lembaga Penyiaran Publik TVRI yang idle dengan pola sewa, bangun guna
serah dan bangun serah guna kepada pihak ketiga dengan syarat dan jangka
waktu yang dituangkan dalam surat perjanjian dengan rale card yang ditetapkan
oleh Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik TVRI:

3.  Kerjasama pemanfaatan tanah/lahan berupa pemanfaatan fanah/lahan untuk
kegiatan lahan kosong dan ofo bursa.

4. Kegiatan lahan kosong adalah pemanfaatan tanah/lahan kosong (belum berdiri
bangunan dan gedung) yang digunakan untuk kegiatan jual beli (bazzar dan
pasar temporer),  parkir, pameran/promosi, shooting, kegiatan perbankan,
kegiatan-kegiatan sosial, pertunjukan seni, budaya dan olahraga.

5. Kegiatan oto bursa adalah pemanfaatan tanah/lahan untuk kegiatan jual beli
kendaraan bermotor bekas/baru dan kegiatan otomotif lainnya;

SOP DAN PEDOMAN KERJASAMA NON TEKNIK PADA BIDANG NON SIARAN Hal. 3
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6. Kerjasama  pemanfaatan  gedung/bangunan Kerjasama pemaniaatan
gedung/bangunan milik Lembaga Penyiaran Publik TVRI yang idle dengan pola
sewa, bangun guna serah dan bangun serah guna kepada pihak ketiga dengan
syarat dan jangka waktu yang dituangkan dalam surat perjanjian dengan rate card
yang ditetapkan oleh Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik TVRI:

7. Kerjasama pemanfataan gedung/bangunan meliputi toko/kios (tenant), kantor,
ATM, open table dan café/kantin/warung;

8.  Kegiatan toko/kios (tenant) adalah pemanfaatan geduna/bangunan untuk kegiatan
toko/kios (tenant) jual beli produk dan jasa.

9. Kegiatan kantor adalah pemanfaatan gedung/bangunan untuk kegiatan
perkantoran.

10. Kegiatan ATM adalah pemanfaatatan gedung/bangunan untuk kegiatan transaksi
perbankan.

11. Kegiatan Open Table adalah pemanfaatan gedung/bangunan untuk kegiatan
promosi produk dan jasa dengan menggunakan 1 (satu) atau lebih meja dan kursi.

12. Kegiatan Café/Kantin/'Warung adalah pemanfaatan gedung/bangunan untuk
kegiatan penjualan makanan dan minuman.

13. Kerjasama pemanfaatan studio alam kerjasama pemanfaatan tanah/lahan,
gedung/bangunan dan fasilitas lainnya di Studio Alam Depok milik Lembaga
Penyiaran Publik TVRI yang idle dengan pola sewa, bangun guna serah dan -
bangun serah guna kepada pihak ketiga dengan syarat dan jangka waktu yang
dituangkan dalam surat perjanjian dengan rate card yang ditetapkan oleh Dewan
Direksi Lembaga Penyiaran Publik TVRI:

PASAL I

PIHAK YANG DAPAT DIAJAK KERJASAMA
Kerjasama pemanfaatan tanah/lahan dan gedung/bangunan dapat dilakukan dengan
perorangan dan perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki NPWP (Nomor Pokok
Wajib Pajak) meliputi :
1. Perorangan
2. Instansi Pemerintah, Kementerian atau Lembaga Non Kementerian.
3. Perusahaan Swasta

PASAL Iif
JENIS USAHA BIDANG PENJUALAN PEMASARAN NON TEKNIK

Jenis Usaha Bidang Penjualan Pemasaran Non Teknik untuk pemanfaatan tanah/lahan
dan gedung/bangunan melalui Lembaga Penyiaran Publik TVRI adalah :

1. Penyewaan tanah/lahan adalah pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka
waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

2. Bangun guna serah adalah pemanfaatan tanah pemerintah pusat oleh pihak lain
dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka tertentu yang telah disepakati
dan selanjutnya diserahkan kembali kepada Pengelola Barang setelah jangka
waktu berakhir.

SIARA Hal. 4
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3. Bangun serah guna adalah pemanfaatan tanan miiix pemerintah pusat oleh pihak
lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian
diserahkan kepada Pengelola Barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak
lain tersebut dalam jangka yang telah disepakati.

PASAL IV
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (KONTRAK)

1. Setiap kegiatan kerjasama sewa menyewa, bangun guna serah dan guna serah

bangun wajib dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak).

Wewenang penandatanganan surat perjanjian kerjasama (kontrak) diatur

sebagai berikut : )

a. Untuk penandatanganan kontrak diatas 2 tahun atau diatas senilai Rp.
50.000.000.000,- (Limapuluh milyar rupiah) per kontrak dan bersifat rutin
atau tidak rutin; harus disetujui dan diketahui Direktur Utama LPP TVRI.

b. Untuk penandatanganan kontrak maksimal 2 tahun atau maksimal senilai
Rp. 50.000.000.000,- (Limapuluh milyar rupiah) per kontrak dan bersifat rutin
atau tidak rutin; harus disetujui dan diketahui Direktur Pengembangan dan
Usaha Kantor Pusat LPP TVRI.

c. Untuk penandatanganan kontrak maksimal senilai Rp. 25.000.000,- (Dua
puluh lima juta rupiah) per hari dan bersifat tidak rutin; atau kontrak
maksimal senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) bersifat tidak
rutin harus disetujui dan diketahui Kepala Stasiun TVRI| Penyiaran Daerah
dengan menembuskan kepada Kantor Pusat LPP TVRI.

3. Setiap perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya mengatur tentang:

a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian:
b. Jenis kerjasama, luas tanah/lahan atau gedung/bangunan, besaran niiai
kerjasama, dan jangka waktu kerjasama;

c. Cara pembayaran dan batas waktu pembayaran.
d. Hak dan kewajiban para pihak.

N

PASALV
KERJASAMA RUTIN DAN TIDAK RUTIN

1. Kerjasama rutin adalah kerjasama yang dilakukan terus menerus seiama 1 (satu)
tahun atau lebih;

2. Kerjasama tidak rutin adalah kerjasama yang dilakukan pada waktu terteniu
atau temporary (event) atau dilaksanakan paling lama 1 (satu) minggu.

PASAL VI
JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Jangka waktu kerjasama paling lama 5 tahun:

2. Jangka waktu sewa kegiatan lahan kosong : harian, mingguan, ouianan dan
tahunan;

3. Jangka waktu sewa kegiatan oto bursa : harian dan bulanan;

4. Jangka waktu sewa gedung/bangunan : harian, mingguan, bulanan dan tahunan:

5. Jangka waktu sewa kegiatan studio alam: harian, mingguan, bulanan dan

tahunan

MAN KERJASAMA NON TEKNIK PADA BIDANG NON SIARAN Hal, 5
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PASAL Vii
NILAI KERJASAMA

—

Nilai kerjasama disesuaikan dengan ukuran atau (uas 1anan/lahan atau
gedung/bangunan yang digunakan.

2. Kegiatan Oto Bursa menggunakan tanah/lahan dengan ukuran 2 x 4 M? per mobil
dan diperhitungkan di dalam tarif sewa per hari.

PASAL Vil
MEKANISME PEMBAGIAN PENDAPATAN

1. Seluruh pendapatan TVRI Stasiun Penyiaran Daerah yang berasal dari hasil
kerjasama pemanfaatan tanah/lahan dan gedung/bangunan harus disetorkan
(transfer) ke rekening penerimaan Kantor Pusat LPP TVRI, maksimal 3 (tiga) hari
setelah pembayaran dilakukan oleh mitra kerja.

2. Direktorat Pengembangan dan Usaha melakukan pencatatan dan pengakuan
pendapatan tersebut sebagai pendapatan Non APBN.

3. Direktorat Pengembangan dan Usaha akan merekomendasikan dan berkoordinasi
dengan Direktorat Keuangan untuk membagi hasil kerjasama kepada TVRI Stasiun
Penyiaran Daerah.

4. Besaran pembagian hasil kerjasama mengikuti Keputusan Dewan Direksi Nomor :
232/1.1/KPTS/TVRI/2015 Tentang Pembagian Hasil Kerjasama Usaha Penjualan
Pemasaran Teknik dan Non Teknik Bidang Non Siaran antara TVRI Kantor Pusat
dan TVRI Stasiun Daerah di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia.

PASAL IX
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur terutama kerjasama guna serah bangun dan pangun
guna serah akan diatur dalam surat keputusan tersendiri.

2. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapzat
kekeliruan, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 5 Januari 2016

__DEWAN DIREKSI LPP TVRI

P Ul ISKANDAIMHMAD MM. "eﬁ““ %:i 9”" &

Direktur Utama

IR Wy it biaed
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LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN DEWAN DIREKS! LPP TVRI

SaasGa FENYIARAN PUBLE
TELEVIS] REPUBLIK INDONES|A
M, Gerbany Pemuca Mo, & Senayen Jakata 1027)
Teip. - (021) 57C 4720, E704740, Fax, (021) 5733112
waw. oo, id

1. Honor sudah termasuk PPh Pasal 21
2. Jam Kerja Operasional (Senin — Minggu)

a) Shift 1 1 02:00 - 10:00 WIB

b) Shift 2 : 10:00 - 18:00 WIB _

c) Shift3 : 18:00 - 02:00 WIB
wmm i b —

NOMOR ;W04 N AIKPTS/TVRI2015
TANGGAL 5 Januari 2016
TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN ASET BERUPA TANAH/LAHAN,
GEDUNG/ BANGUNAN DAN STUDIO ALAM PADA BIDANG
PENJUALAN PEMASARAN TEKNIK NON TEKNIK DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA
HONORARIUM
o/
; " HARI R
| NO JENIS HARI KERJA SABTU, MINGGU, HARI LIBUR RESMI/CUTI BERSAMA
[ Rl Shift | | Shift Ii Shift 1
Ir !
1 Penanggung
Jawab Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,-
2 Ketua Rp. 45.000.- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- . Rp. 70.000,- |
| _ l
3 | Koordinator Ro. 40.000 - Rp. 65.000,- Ro. 65.000,- Rp. 65.000,- !
= | I
i| 4 | Anggota Tim Rp. 35.000.- Rp. 60.000, | Rp. 60.000, Rp. 60.000,-
|
KETERANGAN

~ Direktur.Utama

y

Dy

“Ir'ISKANDAR ACHMAD, MM, i W}
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KEPUTUSAN DEWAN DIREKS!
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

No. 06 MAMKPTSITVRIZ016
TENTANG

PENETAPAN HARGA (RATE CARD) PENYEWAAN MENARA DAN LAHAN,
STUDIO ALAM DAN PERALATAN TEKNIK ANALOG SERTA DIGITAL
DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN USAHA

DEWAN DIREKSI

Menimbang - a. bahwa unluk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
diperlukan dukungan pembiayaan kegiatan operasional guna
mencapai maksud dan tujuan LPP Televisi Republik Indonesia;

b. bahwa untuk mengoptimalkan pendapatan dalam upaya memenuhi
seluruh pembiayaan kegiatan operasional sebagai-mana dimaksud
butir a, diperiukan upaya peningkatan penggalangan keriasama
dengan pihak lain (Mitra Kerja) yang terkait;

¢. bahwa dalam upaya tertib administrasi percepatan pelayanan prima
terhadap pihak lain (Mitra Kerja), perlu penetapan harga
penyewaan aset, studio alam, studio, dan peralatan teknik; baik
analog maupun digital (Rate Card) untuk dipedomani;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu
mengeluarkan keputusan Dewan Direksi LPP TVRI  untuk

mengaturnya.

Mengingat - 1. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran;

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2005, tentang
penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005, tentang Lembaga
Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

4 Peraturan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia Nomor: 01/PRTR/DEWAS-TVRI/2012 tentang
Kebijakan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
(2011-2016) yang Memuat Kebijakan Umum, Kebijakan Penyiaran,
Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Televisi
Republik Indonesia;

5 Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia Nomor : 154/PRTR/Direksi-TVRI/2006 tanggal
29 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Penviaran Publik Televisi Republik Indonesia;

6 Peraturan Dewan Direksi Lembaga FPenyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia Nomor: 01/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang

Perubahan Atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor:
155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik
Indonesia;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 76/ Tahun 2011,
tanggal 21 Desember 2011, tentang Pemberhentian Anggota
Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik
indonesia Periode 2006 — 2011 dan Pengangkatan Anggota Dewan
Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Periode 2011 - 2016;

8. Kepuiusan..........



8. Rencana Strategis Lembaga Penylaran FPublik Televisi
Republik Indonesia Tahun 2013-2017;

9. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia Nomor: 15/KEP/DEWAS/I/2014 tanggal 17
Pebruari 2014 tentang Pengangkatan Direktur Utama Lembaga
Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Pergantian Antar
waktu Tahun 2014 — 2017,

10.Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia Nomor: 17/KEP/DEWAS/II/2014 tanggal 17
Pebruari 2014 tentang Pengangkatan Direktur Teknik Lembaga
Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Pergantian Aniar
waktu Tahun 2014 - 2017;

11. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia Nomor: 18/KEP/DEWAS/II/2014 tanggal 17
Pebruari 2014 tentang Pengangkatan Direktur Pengembangan dan
Usaha Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
Pergantian Antar waktu Tahun 2014 — 2017,

12. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia Nomor: 24/KEP/DEWAS/XI1/2014 tanggal 1
Desember 2014 tentang Pengangkatan Direktur Program dan Berita
Pengganti Antar waktu Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik
Indonesia Masa Tugas Tahun 2014 — 2017,

13. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia Nomor: 25/KEP/DEWAS/XII/2014 tanggal 1
Desember 2014 tentang Pengangkatan Direktur Keuangan
Pengganti Antar waktu Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik
Indonesia Masa Tugas Tahun 2014 - 2017,

14. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia Nomor: 26/KEP/DEWAS/XII/2014 tanggal 1
Desember 2014 tentang Pengangkatan Direktur Umum Pengganti
Antar waktu Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
Masa Tugas Tahun 2014 — 2017

Memperhatikan : Saran dan Pendapat Pimpinan dan Staf LPP TVRI.

MEMUTUSKAN

PENETAPAN HARGA (RATE CARD) PENYEWAAN MENARA DAN
LAHAN, STUDIO ALAM, STUDIO DAN PERALATAN TEKNIK
DIREKTORAT PENGFMBANGAN DAN USAHA LPP TVRL

Menetapkan

Kerjasama dengan pihak lain (Mitra Kerja) yang dapat dilaksanakan

Pertama : :
LLembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, adalah :

a. Kerjasama Penyewaan Menara/Tower: baik analog maupun digital,

Lahan, Gedung/ Ruangan LPP TVRI;
b. Kerjasama Penyewaan Studio Alam TVRI Depok;

Penetapan harga kerjasama penyewaan menara dan lehan, studio
slam sebagaimana dimaksud diktum Pertama tercantum dalam

Lampiran-lampiran.

Kedua

Realisasi harga kerjasama sebagaimana dimaksud dikium Kedua,

Ketiga _
sewaktu-waktu dapat berubah, dengan pertimbangan :

a. Televisi ..........

Wt pipe-



a. Televisi Republik Indonesia sebagai Lembaga Penyiaran Publik
yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran Televisi  bersifat
Independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan
pelayanan untuk kepentingan umum.

b. Nilai kerjasama baik untuk penyewaan aset, studio alam, studio dan
peralatan teknik yang diberlakukan untuk mitra kerja, cara
perhitungannya disesuaikaan dengan nilai kerja-sama yang berlaku

di LPP TVRI.

Keempat - Kebijakan pemberian potongan harga (diskon) kepada Mitra untuk
kerjasama sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diatur
berdasarkan :

a. Pemberian diskon diberikan oleh :
[ No Jabatan Diskon
1 Kepala Seksi Penjualan, Pemasaran Teknik 10% !
& Non Teknik i

2 | Kepala Bidang Penjualan, Pemasaran | 15% s/d 30%
Teknik dan Non Teknik

b. Untuk potongan harga (diskon) yang melebihi dari ketentuan di atas
harus mendapat persetujuan Direktur Pengembangan dan Usaha
atau Direktur Utama.

Kelima : Kebijakan khusus diberikan kepada lembaga-lembaga negara dan
| pemerintah yang bersifat non profit untuk kepentingan negara tidak
mengacu kepada harga penyewaan dan dapat dikecualikan, namun

tetap diatur dalam perjanjian kerjasama.

Kerjasarna sebagaimana dimaksud diktum Pertama, diatur dalam
proses Perjanjian Kerjasama (PKS) antara LPP Televisi Republik
Indonesia dengan pihak lain (Mitra Kerja).

Keenam

Ketujuh - Untuk LPP TVRI Stasiun Penyiaran, tidak diperbolehkan menyewakan
aset milik LPP TVRI sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan
Direksi TVRI Nomor : 96/KPTS/DIREKSI/TVRI/2007.

Kedelapan . Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Direksi
Nomor 89/1.1/KPTS/TVRI/2014 tentang Penetapam Harga (Rate Card)
Penyewaan Menara dan Lahan, Studio Alam, Studio dan Peralatan
Teknik Analog serta Digital Direktorat Pengembangan dan Usaha serta
peraturan sejenis yang dikeiuarkan sebelumnya dinyatakan tidak

berlaku.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Januari 2016 dengan

ketentuan apabila terdapat kekurangan dan/atau kesalahan didalamnya
akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

~_Ditetapkan di Jakarta
-7, evPadatanggal : 5 Januari 2016

Kedelapan

Direktur-Utama

@W%ﬁ

Keputusan ini disampaikan kepada :

Dewan Pengawas LPP TVRIL

Para Direktur LPP TVRIL

Kepala Satuan Pengawas Intern.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
Kenala Pusat Penelitian dan Pengembangan.

S S
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KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LPP TELEVISI REPUBLIK INDONESHA

NOMOR 06 N1/KPTSITVRIZO16
TANGGAL : 5 Januari 2016
TENTANG  : PENETAPAN HARGA (RATE CARD) FENYEWAAN MENARA (ANALOG)
PENJUALAN, PEMASARAN TEKNIK DIREKTORAT PENGEMBANGAN
DAN USAHA.
N Jenis Alat Mitra
No Nama Aset TVRI Terpasang & Aset | Jangka Waktu Rate
digunakan
1 Menara / Tower Antena Microwave | 1 (satu) Tahun 13.750.000,-
Diameter 0,3 per Unit (0.5 x
Meter Rp.27.500.000,-)
2 Menara / Tower Antena Microwave | 1 (satu) Tahun | Rp.27.500.000,-
Diameter 0,6 Meter per Unit
3 Menara / Tower Antena Microwave | 1 (satu) Tahun 36.575.000,-
Diameter 0,8 per Unit (1,33 %
Meter Rp.27.500.000, )
4 Menara / Tower Antena Microwave | 1 (satu) Tahun 55.000.000,-
Diameter 1,2 per Unit (2x
b - Meter Rp.27.500.000,-)
5 Menara / Tower Antena Microwave | 1 (satu) Tahun 82.500.000,-
Diameter 1,8 per Unit (3 x
Meter Rp.27.500.000,-)
6 Menara / Tower Antena Microwave | 1 (satu) Tahun | 110.000.000,-
- Diameter 2,4 per Unit (4 x
Meter Rp.27.500.000,-)
7 Menara / Tower Antena Microwave | 1 (satu) Tahun | 137.500.000,-
Diameter 3 Meter per Unit (5x
Rp.27.500.000,-)
8 Menara / Tower Antena Sectoral | 1 (satu) Tahun | Rp.27.500.000,-
. per Unit
9 Menara / Tower Antena Dipole/ | 1 (satu) Tahun
Panel (untuk per Unit Rp.25.000.000,-
broadcast)
10 Menara / Tower Antena Dipole | 1 (satu) Tahun Rp.125.000.000 -
System UHF Slot per Unit
(setara dengan 5
panel)
1. Antena.......

W < - £F




I Jenis Alat Mitra T
Mo Nama Aset TVRI | Terpasang & Aset | Jangka Waktu Rate
digunakan
11 Antena Repeater Penempatan 1 (satu) Tahun | Rp. 27.500.000,-
OMNI/YAGI Peralatan Mitra per Unit
12 Antena Radio FM Penempatan 1 (satu) Tahun | Rp. 27.500.000,-
Peralatan Mitra per Unit
13 | Antena Internet/Grid Penempatan 1 (satu) Tahun | Rp. 15.000.000,-
Peralatan Mitra per Unit
14 | Bangunan / Ruangan di Penempatan 1 (satu) Tahun | Rp. 1.000.000,-
Menara Peralatan Mitra per Meter
Persegi
15 Lahan / Tanah di Penempatan 1 (satu) Tahun | Rp.  750.000,-
Menara Peralatan Mitra per Meter
| Persegi
Gatatan .
1. Harga Rate belum termasuk PPN 10%.
2. Harga Rate peralatan dihitung per unit.
3. Untuk harga antena microwave dihitung secara proporsional berdasarkan kelipatan

4.

diameter 0,6 meter dengan harga dasar Rp.27.500.000,-/Unit peralatan terpasang.
Harga dapat berubah sewaktu-wakiu.

- Jakarta, 5 Januari 2016
- o7 Direktur-Utama

i
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LAMPIRAN li
KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LPP TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

www.tvri co.id

NOMOR 6 L.1/KPTS/TVRI/2016
TANGGAL  : 5 Januari 2016
TENTANG : PENETAPAN HARGA (RATE CARD) PENYEWAAN MENARA (DIGITAL)
PENJUALAN, PEMASARAN TEKNIK DIREKTORAT PENGEMBANGAN
DAN USAHA.
RATE CARD
Jenis Alat Mitra
No | Nama Aset TVRI | Terpasang & Aset Jangka Waktu Rate
digunakan
1 Menara / Tower Antena Dipole / 1 (satu) Tahun per Unit | Rp.35.000.000.-
Panel (untuk
broadcast)
2 Bangunan / Penempatan 1 (satu) Tahun par Rp.1.000.000,-
Ruangan di Peralatan Mitra Meter Persegi
Menara ]
3 Lahan / Tanah Penempatan 1 (satu) Tahun per Rp.750.000,-
di Menara Peralatan Mitra Meter Persegi
Catatan :

1. Harga Rate belum termasuk PPN 10%.

2. Harga Rate peralatan dihitung per unit.
3. Untuk harga antena microwave dihitung secara proporsional berdasarkan kefipatan

diameter 0,6 meter dengan harga dasar Rp.27.500.000,-/Unit peralatan terpasang.
4. Harga dapat berubah sewaktu-waktu.

e ',.:-,-Jakar,ta-,-s' Januari 2016
- Direktur'Utama

- Ir. ISKANDAR ACHMAD, M. {o= %~ 5 _z‘i/
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www.Ivri.co.id

LAMPIRAN [

KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LPP TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ;06  N1/KPTS/TVRI2016

TANGGAL  : 5 Januari 2016

TENTANG : PENETAPAN HARGA (RATE CARD) PENYEWAAN SEWA LAHAN DI
STUDIO ALAM DAN KANTOR PUSAT LPP TVRI, PENJUALAN
PEMASARAN TEKNIK DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN USAHA.

RATE CARD
. PENYEWAAN FLOOR STUDIO
Jenis Alat Mitra
Mo Nama Aset Terpasang & Aset Jangka Waktu Rate
TVRI digunakan
1 Sludio Auditorium Preparation Rp. 10.000.000.-/shift 1. AC Cenlral
(31,95mx31,7m) | Produclion Rp. _25.325.000,-/shift 2. Lighting dengan daya lislrik 3
3 (1.013 m?) QOver Timz Rp.  1.500.000,-fshifi | phase (800 KVA)
Iy 2. | Swdio i Preparation Rp. 4.000 000,shif_| 1. AG Central o
(18 m x 12 m) . Production Bp.  7.000.000,-/shif 2. Lighting dengan daya listrik 3
(216 m?) Cver Time Rp.  1.000.000,-/shift phase (350 KVA)
Studio V atau VI Preparation Rp. 4.700.000,-/shift 1, AC Cenlral
b3 3 (24 mx 19 m) Production Rp. 11.400.000,-/shift 2. Lighting dengan daya listrik 3
- (456 m?) Over Time Rp. _1,500,000,-/shift phase (900 KVA)
: Studio VI atau VI Preparation Rp. 4.000.000,-/shift 1. AC Central
' 4., | (19mx14m) Production Rp. 8.000.000,-/shift 2. Lighting dengan daya listrik 3
(266 m?) Over Time Rp. 1.000.000,-/shift phase (800 KVA)
5. Studio IX atau X Preparalion Rp. 4.000.000,-/shift 1. AC Central g
(17 mx13m) Production Rp. 7.000.000,-fshift 2. Lighting dengan daya listrik 3
(221 m?) ' Over Time Rp. 1.000.000,-/shift phase (900 KVA)
Catatan :

1. Harga sewa belum termasuk PPn 10%.
2. Harga sewa belum termasuk peralatan dan kerabat kerja TVRI.
3. Waktu sewa dari pukul 10.00 s/d 17.00 WIB (Shift 1), pukul 18.00 s/d 01 00 WIB

(Shift 2).

il PENYEWAAN LOKAS! UNTUK SHOOTING STUDIO ALAM

1 HARGA ~ HA
R RANALOKASE = KOMERSIAL NON t\'OﬁERSIAL S0SIAL | DAgig

W/ ! 4. Rumah Demak Ro. 1.500.000- | Rp. 750.000,-( Rp. 150.000,{ Rp. 500.000.-
2, Gedung Arsip Rp. 2.800.000,- | Rp. 1.400.000,-| Rp. 280.000,4 Rp. 500.000-

3 Rumah Kudus Rp 1.680.000- | Rp. 840.000,-| Rp. 168.000,1 Rp. 500.000.

4 | Rumah Belawi Rp. 1,500,000~ | Rp. 500.000,-| Rp. 100,0001 Rp. 500,000,

5. Rumsh Jayanto Rp. 1,5['10.000,- Rp. - 276.250,-| Rp. £5.250,-] Rp. 500.000-

6. | Rumah Jayanti Rp. 1.500.000,- | Rp. 400.000,-| Rp. 80.000,- Hp._fﬂu.oon.-

i i Rumah Sisalangka ___Fe‘n. 1.530.000,- Rp. 765.000,-| Rp. 153.0004 Rp. 500.000,.-
' 8. | Aula Arena Budaya Rp. 5.200.000- | Rp. = 2.645.000.-| Rp. 520,000,4 Rp. £00.000.-
9. Kanlor Pemasaran Rp. 2.030.000.- | Rp. 1.015.000.-| Rp. 203.0004 Rp. £00.000-




|
NO.| NAMA LOKASI HARGA HARGA
KOMERSIAL NON KOMERSIAL SOSIAL DASAR
10, | Rumah Tiga Muka Rp. 1.600.000,- | Rp. 800.000,-| Rp. 160.000,{ Fp. 500.000,-
Gedung Mainlenance
1 Centerg Rp.  0.750.000- | Rp.  4.875.000- Rp. 975.000,{ Rp. 500.000.-
Gedung Maintenance
12. | Genter Sisi 1 Rp. 1.920.000- | Rp. 860.000,-| Rp. 192.000,4 Rp. 5‘00.000,-
h Gedung Maintenance
13- | Cenier Sisi 2 Rp.  4800.000- | Rp.  2.400.000- Rp. 480,000, Rp. 500.000,-
Gedung Mainlenance _
PEA-hig 7 4 | e er i Rp. 1.920.000,- | Rp. 960,000,-| Rp. 192.000,4 Rp. 500.000-
18 Mushola Rp. 2.380.000,- | Rp. 1.190.000,-| Rp. 238.000,4 Rp. 500.000,-
18. Lapangan Tenis 1 Rp. 2.722.500,- | Rp. 1.361.250,-| Rp. 272.250,4{ FRp. 500.000,-
17, Lapangan Tenis 2 Rp. 2.722.500,- | Rp. 1.3681.250-| Rp. 272.250,4 Rp. 500.000-
18. | Saung Jabar (1 Unit) Rp. 1.500,000,- | Rp. 100.000,-| Rp. 20.000,4 Rp. 500.000,-
| 19. | Pemancingan Rp. 3.000.000,- | Rp. 1.200.000-| Rp. 300.0004{ Rp. 500.000,-
50, | LahanKosong (Asumsi | oy 3000.000 | Rp.  1.200.000:| Re 3000001 Rp. 500.000,-
] 60D Meter) : S i ! i o ' :
Catatan :
'\ 1. Harga sewa termasuk PPn 10%.

Harga Dasar + Harga Pemakaian Lokasi Per TiTik

2.
3. Waktu sewa dari pukul 08.00 s/d 08.00 WIB (24 jam/1 har).
4. Apabila penggunaan lokasi lebih dari satu lokasi/1 titik atau lebih cari satu genset maka akan

dihitung sesuai dengan jumlah penggunaan.
5. Untuk kegiatan / program yang bersifat khusus, harga sewa akan diperhitungkan lebih lanjut

dengan mengacu pada kelipatan dari harga tersebut di atas.

Jak_arta. 5 Januari 2016

" Direktur Utama

DAR ACHMAD, ML%'W: #4 g’o

Ir. ISKAN



Telp, - (021) 570 4720, 5704740, Fax. (021) 573 3122

www.Lyri.co.id
LAMPIRAN V
NOMOR - 06 NAKPTS/TVRIZ016
TANGGAL : 5 Januari 2016
TENTANG : PENETAPAN HARGA (RATE CARD) KERJASAMA NCN TEKNIK UNTUK PENYEWAAN

SEWA LAHAN/BANGUNAN, SEWA RUANGAN, STUDIO ALAM DI BIDANG NON SIARAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN USAHA.

RATE CARD

f
|

!
(N AR e v el e,

KOSONG / LAHAN & BANGUNAN DKl JAKART

i i

b5 R e

. RATECARD TANAH

1 TANAH KOSONG / LAHAN
. 1.1. KOMERSIAL 3,500,000 375,000 20,000 1,000
1.2.  NON KOMERSIAL 2,000,000 200,000 10,000 500
1.3, SOSIAL 500,000 50,000 2,500 100

7 | TANAH & BANGUNAN '

: 1.1, KOMERSIAL 4,500,000 500,000 25,000 1,500
: 1.2,  NON KOMERSIAL 2,500,000 300,000 15,000 750
Lo 1.3. SOSIAL 750,000 75,000 5,000 250

! .
' ' 1l. RATECARD TANAH KOSONG / LAHAN & BANGUNAN LUAR DKI JAKARTA

]

1 TANAH KOSONG / LAHAN

W 1.1. KOMERSIAL 750,000 100,000 5,000 200
1.2, NON KOMERSIAL 500,000 50,000 2,000 100
1.3,  SOSIAL 100,000 10,000 500 50
2 TAMNAH & BANGUNAN :
1.1,  KOMERSIAL 1,000,000 250,000 10,000 500
1.2. NON KOMERSIAL  ~ 750,000 100,000 5,000 200
1.3. SOSIAL 250,000 20,000 1,000 75

I1l. RATE CARD LOBBY GEDUNG PENUNIJANG OPERASIONAL (TVRI PUSAT)

1 SEWA LOBBY GPO

{Luas 600 M * Luas Lahan & 15,000,000
| Bangunan-DKI! Jakarta) Per Hari
" IV. RATE CARD LANTAI 12 GPO (TVRI PUSAT)

3 SEWA RUANGAN LT. 12 GPO

t {Luas 600 M * Luas Lahan &

Bangunan - DKI Jakarta) Per Hari
V. RATE CARD LANTAI PARKIR (TVRI PUSAT)

15,000,000

1 I SEWA LAHAN PARKIR
{Luas M * Luas Lahan &

4 Bangunan - DKl Jakarta) Per Hari o
VI, HATE CARD LAHAN PARKIR (OTO BURSA) DKI JAKARTA

1 SEWA LAHAN PARKIR ll
Oto Bursa (2 Meterx 4 Meter) | 28,000,000 3.000.000 160,000 8,000
Vi1 VI, RATE CARD LAHAN PARKIR (OTO BURSA] LUAR DKI JAKARTA

1 | SEWA LAHAN PARKIR _I
Oto Bursa (2 Meter x 4 Meter) | 6,000,000 200,000 40,000 1,600

Catatan :
1. Harga sewa termasuk PPn 10%.

'.Jak'_c'lrt”a.' 5 Januari 2016
- Direkiur Utama
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LAMPIRAN v
KEPUTUSAN DEWAN DIREKS] Lpp T
NOMCR - 06 NAKPTS/TVRI
TANGGAL 5 Januari 2016

TENTANG : PENETAPAN HARGA (
BIDANG PENJUALAN,
DIREKTORAT PENGEMR

ELEVISI REPUBLIK INDO
2016

RATE CARD) p
PEMASARAN TEKN|
ANGAN DAN USAHA.

e B R R4

WO id

NESiA

ENYEWAAN KANAL DIGITAL

K DAN NON TEKNIK

e L

RATE CARD KERJASAMA
PENYEWAAN KANAL DIGITAL
DI 12 LOKASI STASIUN DAERAH

JANGKAUAN ‘
[

—_—

NO | DAERAH WIL_LAYANAN RATE | KETERANGAN
1| Jakarta | ‘—\r—
2 _| Bandung [ | |
3 | Surabaya | ; |
4 | Batam
EEi Sihoiga | Nasional Rp. LDD0.000.GDO’ Biaya Sewe
6 | Sumatera Utara Bandar Baru | Par Eijlan Per
7 | Sumatera Selatan Zona Rp. 100.000.000 Slot
8 | Jawa Tengah Semarang
8 | Bali ' Bukit Bakung
10_| Kalimantan Selatan Banjarmasin |]
| 11 | Sulawesi Selatan | Makassar |
[12 | Ol Yogvakarta | Yogyakaris ,

Catatan :
* Harga belum termasuk PPn 10%
Aluran mengenai tata cara Penyawaan Kanal Digilal setelah ada Peraturlar_w. .
Perhitungan rate kanal digital sesuai dengan total 12 jumlah pemancar digital.

[

- = Jakarta, 5 Januari 2016
: ""Difewttfr___LJtama

Ir. ISKANDA
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www.tvri.co.id

HEPUTUSAN DEWAN DIREKS!

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

No. gg /NM1/KPTS/TVRI2014

TENTANG

PENETAPAN HARGA (RATE CARD) PENYEWAAN WMENARA DAN LAHAN,
STUDIO ALAM, STUDIO DAN PERALATAN TEKNIK ANALOG SERTA DIGITAL
DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN USAHA

Menimbang

Mengingat

¢

o3

DEWAN DIREKSI

bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
diperiukan dukungan pembiayaan kegiatan operasional guna
mencapai maksud dan tujuan LPP Televisi Republik Indonesia;
bahwa untuk mengoptimalkan pendapatan dalam upaya memenuhi
seiuruh pembiayaan kegiatan operasional sebagai-mana dimaksud
butir a, diperlukan upaya peningkatan penggalangan kerjasama
dengan pihak lain (Mitra Kerja) yang terkait;

bahwa dalam upaya tertib administrasi percepatan pelayanan prima
terhadap pihak lain (Mitra Kerja), perlu penetapan harga
penyewaan aset, studio alam, studio, dan peralatan teknik; baik
analog maupun digital (Rate Card) untuk dipedomani,

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu
mengeluarkan keputusan Dewan Direksi LPP TVRI untuk
mengaturnya.

Undang-undang Rl Nomor : 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran;
Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2005, tentang penyeleng-
garaan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005, tentang Lembaga
Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

Keputusan Presiden Republik Indonzsia Nomor : 76/P Tahun 2011,
tanggal 21 Desember 2011, tentang Pemberhentian Anggota
Dewan Pengawas Lembaga Penyaran Publik Televisi Republik
Indonesia Pereode 2006 — 2011 dan Pengangkatan Anggota
Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Telévisi Republik
Indonesia Periode 2011-2016;

Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Repubiik Indonesia Nomor : 02/KEF/DEWAS-TVRI/2012, tangga! 2
Aprii 2012, tentang Pengangkatan Dewan Direksi Lembaga
Penyiaran Publik Televisi Repubiik irdonesia;

Kepuiusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia Nomor: 17/KEF /DEWAS-TVRI/1/2014, tanggal
17 Februari 2014, tentang Pengangkatan Direktur Teknik Lembaga
Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia Nomor: 18 EF/DEWAS-TVRINI/2014, tanggal
17 Februari 2014, tentang Penganckatan Direktur Pengembangan
& Usaha Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;



Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

8. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi

Republik Indonesia Nomor: 16/KEP/DEWAS-TVRINI2014, tanggal
17 Februari 2014, tentang Pengangkatan Direktur Program & Berita
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

9. Nota Dinas Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Indonesia
Nomor : 25/ND/DEWAS-TVRI/IX/2013, tanggal 1 Oktober 2013,
tentang Pelaksana Tugas Harian Direktur Keuangan Lembaga
Penyiaran Publik Televisi Repubiik Indonesia.

10. Peraturan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia Nomor: 01/PRTR/DEWAS-TVRI/2007 tentang
Cetak Biru Membangun TVRI sebagai TV Publik meliputi Kebijakan
Umum, Kebijakan Penyiaran, Kebijakan Pengem-bangan Kelemba-
gaan dan Sumber Daya Televisi Republik Indonesia (TVRI);

11. Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia Nomor : 012/KPTS/DIREKSI/TVRI/2006 tanggal
12 September 20086, tentang Orgenisasi dan Tata Kerja Televisi
Republik Indonesia;

12. Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor : 154/PRTR/DIREKSI-
TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran
Publik Televisi Republik Indonesia;

13. Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor: 155/PRTR/DIREKSI-
TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

14. Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor : 01/PRTR/DIREKSI-
TVRI/Z011 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Direksi LPP
TVRI Nomor: 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Stasiun Penyiaren Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia

Saran dan Pendapat Pimpinan dan Staf LPP TVRI.

MEMUTUSKAN

PENETAPAN HARGA (RATE CARD) PENYEWAAN MENARA DAN
LAHAN, STUDIO ALAM, STUDIO DAN PERALATAN TEKNIK
DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN USAHA LPP TVRI.

Kerjasama dengan pihak lain (Mitra Kerja) yang dapat dilaksanakan
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, adalah :

a. Kerjasama Penyewaan Menara/Tower; baik analog maupun digital,
Lahan, Gedung/ Ruangan LPP TVR!;

b. Kerjasama Penyewaan Studio Alam TVRI Depok;

c. Kerjasama Penyewaan Studio Produksi, Peralatan Teknik dan
Ruangan LPP TVRI Kantor Pusat.

Penetapan harga kerjasama penyewzan menara dan lahan, studio
alam, studio produksi dan peralatan teknik lainnya sebagaimana
dimaksud diktum Pertama tercantum daam Lampiran-lampiran.

Realisasi harga kerjasama sebagimena dimaksud diktum Kedus,
sewaktu-waktu dapat berubah, dengan pertimbangan :

a. Televisi Republik Indonesia sebagai Lembaga Penyiaran Publik
yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran Televisi bersifat

a. Independen..................



Kelima

Ketujuh

Kedelapan

Kedetapan

i:‘;deaerden netrai, tidak komersiai dan berfungsi memberikan

a
untuk penyewaan aset, studio alam, studio dan
pe rammn teknik gang diberlakukan umuk mitra kerja rara
arhit Raannya dicasu

i LP "’T\ux!

;_g._ 3

Kebijakan pemberian potongan harga (diskon) kepada Mi

rEfjasama sebagaimana Gimansud daaim  dikwim  peitaima  aiaiur
berdasarkan :
a. Pemberian diskon diberikan cleh .
[No |  Jabatan Diskon
| 1 l_KepﬂIa Seksi Penjualan, Pamasaran Teknik 10%
o I(np-:la ﬁ:dqng Dan}u:-:nlon Bamagaran | 15 ;’f’.‘. s/ 300,/3
| = |
; | Teknik dan Non Tekiik

an harga \dlskun yarq n"e"*bihi dari ketentuan di atas

—k m e ke et i NI dide ie TV e e e e e e [ Py

Kebija,\:.:n kh s:..s d:ben.\aﬁ .\epadu lembuga-lembaga negara dan

Mmengacu r\epada harga penyewaan jan dapat dikecualikan, namun
tatap diatur dalam perianiian kerjasama.

Kerjasama sebagaimana dimaksud diktum Pertama, diatur dalam
proses Per Janpan Kerjasama (PKS) antara LPP Televisi Repubiik
indonesia dengan pihak lain (Mitra Keria).

Untuk LPP TVRI Stasiun Penyiaran, tidak diperbolehkan menyewakan
aset milik LPP TVRI sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan
Direksi TVRI Nomor : 96/KPTS/DIREKSI/TVRI/2007.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Direksi
DD TVINL i Adllecnbhimadcmm aabh abhiicaciim ddicicabalemes Aot b cclfose
' 1V yang uIinciuainall -‘JC-‘UI:-’IUIIIH)’G uu:yamr\au uuan veilanu.,

-

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2014 dengan
ketentuan zpahila terdanat kekuranaan dan/atau kesalahan didalamnya

aKkan ciperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
[ P P e A e omde e TN
radaanggai . AQusSLisS cu

: "ﬁfrektiif Utama

K

2 P{NE IQKI_A._NDA ACHMAD, MM. 1= ¢

epuiusan ini disampaikan kepada :

Dewan Pengawas LPP TVRL
Para Diraktur 1| PP TVRI

Kepala Pusat Pendidikan dar, Pelatihan.

1™

K
1
2,
3. Kepala Satuan Pengawas intern.
4
5

Kepaia FPus

at Penelitian dan Pengembangan.
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LAMPIRAN |

DIREKTUR PENGEMBANGAN & USAHA LPP TVRI
NOMOR © g9 /KPTS/TVRI/2014

TANGGAL : 18 AGUSTUS 2014

TENTANG : PENETAPAN HARGA (RATE CARD) PENYEWAAN MENARA (ANALOG)
PENJUALAN, PEMASARAN TEKNIK DIREKTORAT PENGEMBANGAN

DAN USAHA.
RATE CARD
T | Jenis Alat Mitra ]
No Nama Aset TVRI | Terpasang & Aset | Jangka Waktu Rate
" ‘ ~__digunakan
I
1 Menara / Tower ' Antena Microwave | 1 (satu) Tahun | Rp.27.500.000,-
' Diameter 0,6 per Unit
I Meter
2 Menara / Tower ! Antena Microwave | 1 (satu) Tahun 2x
Diameter 1,2 per Unit Rp.27.500.000,-
Meter
3 Menara / Tower Antena Microwave | 1 (satu) Tahun 3X
|  Diameter 1,8 per Unit Rp.27.500.000,-
o Meter
4 Menara / Tower Antena Sectoral | 1 (satu) Tahun | Rp.27.500.000,-
B per Unit
5 Menara / Tower Dipole Dipole/ 1 (satu) Tahun
Panel (untuk per Unit Rp.25.000.000,-
broadcasd)
' 6 | Bangunan/Ruangan | Penempatan 1 (satu) Tahun | Rp.1.000.000,-
Peralatan Mitra per Meter
| Persegi
f Lahan / Tanah | Penempatan 1 (satu) Tahun | Rp.750.000,-
| Peralatan Mitra per Meter
-' Persegi

Catatan :

1. Harga Rate belum termasuk PPN 10%.

2. Harga Rate peralatan dihitung per unit.

3. Untuk harga antena microwave dihitung secara proporsional berdasarkan kelipatan
diameter 0,6 meter dengan harga dasar Rp.27.500.000,-/Unit peralatan terpasang.

4. Harga dapat berubah sewaktu-waktu.

~ - Jakarta,. ' Agustus 2014
.~ Direktur Utama
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LAMPIRAN I

CIRCKTUR PENGEMDBANGAN & USAHA LPP TVRY
NOMOR 89  JKPTS/TVRIFZ014
TANGGAL  :18 AGUSTUS 2014
TENTANG  : PENETAPAN HARGA (RATE CARD) PENYEWAAN MENARA (DIGITAL)
PENJUALAN, PEMASARAN TEKNIK DIREKTORAT PENGEMBANGAN
DAN USAHA.
RATE CARD
Jeiis Alat Mitra
No | Nama Aset TVRI | Terpasang & Aset Janaka Waktu Rate
S N _ ! digunakan _
1 Menara [ Tower Antena Dipole / 1 {satu) Tahun per Unit | Rp.35.000.000C, -
Panel {uniuk
N |  broadcasd) | - o o
|
2 Bangunan / Penempatan 1 (satu) Tahun per Rp.1.000.000,-
Ruangan Peraiatan Mitra Meter Perseqi
5 | R R Lo - L 1 [ T I P vl T NDw 7EN ANN
) Lqiiqli 7 1 qiiari <l I'Cllipl:lld.li 1 ‘acuu; 1 ariui PC] l\}).lJU.UUU,"
Peralatan Mitra Meter Fersegi
Catatan

1. Harga Rale beium termasuk PPN 10%.

2. Harga Rate peraiatan diniting per unit.

3. Untuk harga antena microwave dihitung secara propcrsional berdasarkan kelipatan
diameter 0,6 meter dengan harga dasar Rp.27.500.000,-/Unit peralatan terpasang.

4. Harga dapat berubah sewaktu-waktu.

Jakarta, | b Agustus 2014
Direktur Utama

Ir. ISKANDAR ACHMAD, MM.§~




DIREKTUR PENGEMBANGAN & USAHA LPP TVRI

NOMOR © 89 /KPTS/TVRI2014
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2014
TENTANG  : PENETAPAN HARGA (RATE CARD) PENYEWAAN STUDIO ALAM,
STUDIO, PERALATAN TEKNIK, GEDUNG/LOBBY DAN LAHAN KANTOR
PUSAT LPP TVRI.
RATE CARD
I, PENYEWAAN FLOOR STUDIO
Jenis Alat Mitra
No | Nama Aset TVRI | Terpasang & Aset Jangka Waktu Rate
_ digunakan
1 Studio Auditorium Preparation Rp.  5.000.000,-/shif: 1. AC Central
(31,95 mx 31,7 m) Production Rp. 12.000.000,-/shif: 2. Lighting dengan daya listrik 3
(1.013 m?) Over Time Rp. _ 1.500.000-/shif phase (900 KVA)
2. | Studiol Preparation Rp.  4.000.000,-/shift 1. AC Central
(18 mx 12 m) Production Rp.  7.000.000,-/shift 2. Lighting dengan daya listrik 3
(216 m*) Over Time Rp.  1.000.000,-/shif: phase (350 KVA)
Studio V atau VIi Preparation Rp. 4.500.000 -/shift 1. AC Central
3. | (24mx19m) Production Rp. 9.000.000,-/shift 2. Lighting dengan daya listrik 3
(456 m?) Over Time Rp. 1.500.000.-/shift phase (900 KVA)
Studio VI atau VIII Preparation Rp. 4.000.000,-/shift 1. AC Central
4. | (19mx14m) Production Rp. 8.000.000,-/shift 2. Lighting dengan daya listrik 3
(266 m?) Over Time Rp. 1.000.000,-/shift phase (900 KVA)
5. | Studio IX atau X Preparation Rp. 4.000.000,-/shift 1. AC Central
(17 mx13m) Production Rp. 7.000.000,-/shift 2. Lighting dengan daya listrik 3
(221 m? — Over Time Rp.  1.000.000,-/shift phase (900 KVA)
Catatan :
1. Harga sewa belum termasuk PPn 10%.

2. Harga sewa belum termasuk peralatan dan kerabat kerja TVRI.

3. Waktu sewa dari pukul 10.00 sid 17.00 'WiB (Shift 1), pukul 18.00 sid D1.00'WIB (Shift 2).

i PENYEWAAN TEKNIK

Jenis Alat Mitra
NO. NAMA /| UKURAN Terpasang & HARGA SARANA
o Aset digunakan
1 OB-Van / 3 Kamera Production Rp  13.000.000,-/hari
2. | Gensel + 32 KVA Production Rp  3.500.000-hari
3. SNG Production Rp  22.500.000-/hari
4. | Camera Properti - Jiak
(Kondisi Mati untuk Properti) Feeducion e 1000000
Catatan :
1. Harga sewa belum termasuk PPn 10%.

2. Harga sewa belum termasuk kerabat kerja TVRI.
3. Waktu sewa 1 hari (20 jam).



Telp. : (021) 570 4720, 5704740, Fax. (021) 573 3122

www.tvri.co.id
Hil. STUDIO ALAM
NO. NAMA | SiFAT STATUS HARGA
Production Rp 1.000.000,~/hari
1. Komersial (Shooting)
Preparation Rp 1.980.000,~hari
) Production Rp 500.000,-fhari
5 Lobby Lantai Dasar GPO
- L & 600 m*
Lathal Preparation Rp  1.000.000-/hari
3 Harga Paket 1 (satu) Bulan Preparation Rp 65.000.000,-
4 Harga Paket 3 (tiga) Bulan Preparation Rp 165.000.000,-
5 Harga Paket 4 (empat) Bulan Preparation Rp 308.000.000,-
6 Harga Paket 12 (dua belas) Bulan Preparation Rp §50.000.000.,-
Catatan :

1. Harga sewa termasuk PPn 10%.

2. Waktu sewa dari pukul 08.00 s/d 08.000 WIB (24 jam/ 1 hari).

3. Apabila penggunaan lokasi lebih dari satu lokasi / 1 titik atau lebih dari satu genset maka
akan dihitung sesuai dengan jumlah penggunaan.

4. Untuk kegiatan / program yang bersifat khusus, harga sewa akan diperhitungkan lebih
lanjut dengan mengacu pada kelipatan dari harga tersebut di atas.

V. PENYEWAAN RUANGAN

NO. WAMA / UKURAN STATUS HARGA SARANA
: Aula Lantai 12 GPO Production Rp 2.500.000 ~/hari 1. AC
i Luar R n m?
uar Ruangan 600 Pininralin Rp 5.000.000 /hari 2. Sound System
Producti 000 -/hari
, | Lobby Lantai DasarGPO |  Protictian A i 1.AC
* | Luas Ruangan 600 m* I
9 Preparation Rp 6.000.000,-/hari T
3. | Open Table Production Rp 125000, /hari Lk
s 2.1 Meja + 4 kursi

Catatan :

1. Harga sewa belum termasuk PPn 10%.

2. Waktu sewa dari pukul 08.00 s/d 16.000 WIB (8 jam/ 1 har’).

3. Untuk kegiaian / program yang bersifat khusus, harga sewa akan diperhitungkan lebih
lanjut dengan mengacu pada kelipatan dari harga tersebut di atas.

Jakarta, {} Agustus 2014
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